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ABSTRAK

Nama : Vera
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Analisis Peraturan Tentang Peralihan Hak Atas Tanah

dalam Kawasan Industri MM2100 di Bekasi.

Berbagai Peraturan yang jelas tentang pelaksanakan peralihan hak atas tanah,
pendaftaran tanah dan peraturan perpajakan telah dibuat dan diberlakukan, yang
tentunya berlaku juga untuk tanah dalam kawasan industri MM2100, ini belumlah
cukup, masih ada peraturan- peraturan lainnya yang harus dipenuhi agar peralihan
haknya bisa didaftar. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah mengenai
peraturan tentang peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri MM2100 di
Bekasi, apakah ada perbedaan antara peralihan hak atas tanah secara umum dan
peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri jika dilihat dari teori dan praktek
dilapangan, dan dalam hal Perpajakan apakah ada perbedaan antara pajak-pajak
tanah yang dikenakan dalam kawasan industri dan diluar kawasan. Untuk menjawab
permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan
menghimpun dan menganalisis data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan
perundang-undangan, artikel dan majalah-majalah, juga dilakukan penelitian secara
langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan diskusi dengan pihak pengelola
Kawasan Industri MM2100. Kajian tesis ini menunjukan bahwa berbagai macam
peraturan yang ada dalam tata cara peralihan yang ada atas tanah yang telah ada
belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan peralihan hak atas
tanah, ini disebabkan karena belum adanya peraturan atau diaturnya lembaga
Khusus tentang jual beli, walaupun peraturan-peraturan yang menjadi dasar
peralihan hak dan pendaftaran haknya telah ada, namun peraturan yang telah ada
tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masih saja ada kesimpang-siuran

dalam penerapan suatu peraturan pada daerah yang satu dibandingkan dengan daerah
lainnya.

Kata kunci : Analisis Peraturan.
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ABSTRACT

Name : Vera .
Study Program : Master of Notary
Title : Analisys of Rules About Transfer of Land Rights At

MM2100 Industrial Town in Bekasi.

Various clear Regulations regarding the implementation of transfer of right over land,
land registration, and taxation regulations have been formulated and enacted, which
certainly are also applicable to land in MM2100 industrial zone, this is not enough,
there are still other regulations that must be fulfilled in order that the transfer of right
can be registered. The main issue being analyzed is concerning the regulation
regarding the transfer of right over land in MM2100 industrial zone in Bekasi,
whether there is any difference between the transfer of right over land in general and
transfer of right over land in industrial zone, if observed from the theory and from
the practice in the field, and in the case of Taxation, whether there is any difference
between land taxes imposed inside industrial zone and outside such zone. To answer
such issues, being conducted normative juridical research by collecting and
analyzing secondary data in the form of books, literature. statutory regulations,
articles and magazines, also being conducted direct research to the field, which is by
means of interview and discussion with the management of MM2100 Industrial Zone.
The review of this thesis indicates that various regulations existing in the existing
procedure for transfer over land are not yet sufficient to fulfill the needs of the
community for regulations on the transfer of right over land, this is cause by the non
existence of regulation or the absence of stipulation regarding special institution
concerning sale and purchase, even though regulations which become the basis for
the transfer of right and the registration of the right are already available, however,
the existing regulations are not duly implemented, there remains confusion in the
application of a regulation in one region compared to that of other regions.

Key words : Analisys of Rules.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1 Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah yang
! begitu luas, subur sebagai wadah atau tempat bagi bangsa Indonesia untuk
melakukan semua kegiatan, Kkita perlu mensyukuri, melindungi dan
mengelola serta melestarikannya dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan
secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas,
untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah hidup bangsa memberi

keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat dicapai jika didasarkan

keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik sebagai pribadi maupun
hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya.

Pembangunan dan penguasaan tanéh harus merupakan pembangunan
yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu pembangunan

secara sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk
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sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Agar pembangunan dan penguasaan tanah sebagai sumber daya alam sesuai
dengan program-program pembangunan berbasiskan kerakyatan sebagaimana
diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu
diselenggarakan penatagunaan tanah yang tidak dapat dilepaskan dari
pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. '

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan
nasional digariskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana
dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Adapun bunyi Pasal 33 ayat (3) berbunyi sebagai beriknt:

(3) bumi dan air dan kekayaan alam yamg
terkandum didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk ~ sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Penjelasan resminya :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah

pokok-pokok kemakmucam rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

' Aric S Hutagalung, Tebaran Pemikiran scputar masalah hukum Tanah, Cet 1.
(Jakarta : L.embaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005) hal 49,
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Penjelasan tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada
Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu
meletakan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah
kedaulatan Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. 2

Berbagai bentuk hubungan hukum atas tanah yang berupa hak-hak
penguasaan atas tanah memberi wewenang bagi pemegang haknya untuk
berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki. Namun demikian pemegang hak atas
tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya,
karena disamping kewenangan yang dimilikinya ia juga mempunyai
kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan
yang berlaku baginya. Fungsi sosial atas setiap hak atas tanah juga harus
senantiasa menjadi pedoman bagi pemegang hak atas tanah.

Dalam menunjang pembangunan negara Republik Indonesia peranan
tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan semakin meningkat baik

sebagai tempat untuk bermukim maupun tempat untuk kegiatan usaha,

% Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, 1si Dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan. 2003) hal 173.
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sehubungan dengan ini untuk memberi kepastian hukum dan untuk
kepentingan hukum maka perlu kiranya perangkat hukum yang ada dapat
dilaksanakan dan berjalan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi
ketentuan-ketentuannya, yang berwenang dan peraturan tersebut berlaku
efektif didalam kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan cita-cita bangsa tersebut yaitu mewujudkan
kemakmuran rakyat yang berkeadilan maka diperlukan pembangunan
yang berkesinambungan dan merata. Untuk itu diperlukan dana atau biaya
yang sangat besar, sebagai salah satu alternatifnya adalah mengikut sertakan
semua lapisan masyarakat serta pengusaha, baik berasal dari Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman modal Asing (PMA).
Pemerintah sangat menyadari dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia
peranan masyarakat dan penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing akan memberi sumbangan yang sangat berarti baik dalam rangka
alih tehnologi, ketenagakerjaan, barang dan jasa, pajak dan lain sebagainya.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri baik untuk
memenuh-i kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dipandang perlu untuk
mengatur perusahaan industri secara produktif dan efisien serta perlu
diciptakan keserasian langkah-langkah dalam penataan dan penanganan
sehingga sasaran pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tertib,

teratur dan berwawasan lingkungan.
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Pemerintah Negara Republik Indonesia juga telah membuka
peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia yaitu
sejak dikeluarkan Undang-undang nomor. 1 Tahun 1967, tentang Penanaman
Modal Asing (LN. 1967 No.l) dan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1968,
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN.1968 No.33) yang memberikan
fasilitas-fasilitas kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam
bidang industri dan Perdagangan telah membuat semakin meningkatnya
kebutuhan akan tanah. Schubungan dengan itu menjadi kewajiban bagi
Pemerintah untuk membantu penyediaan tanah yang diperlukan oleh pihak
swasta dalam membangun proyek-proyek dengan tidak mengabaikan
kewajiban memberikan perlindungan/pengayoman kepada rakyat/ pemilik
tanah. Dilain pihak pemerintah memberi dorongan dengan memberikan
fasilitas yang wajar kepada pihak-pihak yang secara sungguh-sungguh ikut
berpartisipasi dalam pembangunaﬁ proyek-proyek yang bersifat menunjang
kepentingan umum termasuk bidang sarana umum dan fasilitas sosial.’

Keadaan tersebut mendorong timbulnya gagasan untuk membangun
kawasan industri yang berwawasan lingkungan, tertata rapi, aman dengan
segala fasilitas penunjang (sarana dan prasarana) lainnya seperti jalan, listrik,

air, saluran telepone, tempat pengolahan dan pembuangan limbah, tempat

3 D. Soetrisno, Tata cara perolehan tanah untuk industri, cet. 1 ( Jakarta : Rineka
Cipta, 2004), hal !
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penampungan dan pengolahan air bersih, sehingga diharapkan perusahaan
didalam suatu kawasan industri tidak melakukan pembuangan langsung
limbah industri padat, cair maupun gas ke sungai atau tempat terbuka
lainnya yang dapat memcemari lingkungan sekitarnya, apabila ketentuan
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka investor baik asing maupun
lokal tertarik untuk membangun usahanya, yang pada akhimya akan
mempromosikan bahwa bangsa indonesia memperhatikan lingkungan,

Pada tanggal 27 Oktober 1989 Presiden Republik Indonesia
memutuskan dengan Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 tentang
Kawasan Industri dimana pada pasal 1 disebutkan Kawasan Industri adalah
kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yanrg dilengkapi
dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Dalam melaksanakan Kkebijaksanaan mengenai penyediaan dan
pemberian tanah untuk keperluan perusahaan-perusahaan itu menyangkut
aspek-aspek sosial, politik, phikologi dan hankamnas atas dasar asas-asas

H 4
pembangunan nasional dan berwawasan nusantara.

4 Ibid, hal 1,2.
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Dengan demikian kawasan industri yang diharapkan adalah kawasan
industri yang benar-benar memiliki sarana, perasarana dan fasilitas yang baik
sehingga investor lokal maupun asing tertarik untuk menanamkan modalnya
dikawasan tersebut selanjutnya akan membawa dampak positip dalam
membangun ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis sekarang ini.
Agar dapat memenuhi keinginan tersebut maka suatu perusahaan yang akan
mendirikan atau membuat suatu kawasan Industri harus memenuhi beberapa
persyaratan tertentu dan memperhatikan ijin ijin tertentu pula misalnya ijin
lokasi, dampak lingkungan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

Para investor akan memilih membeli tanah dalam kawasan industri,
hal ini disehabkan menurut mereka, mereka mendapatkan kepastian dan rasa
aman dalam banyak hal, misalnya mereka tidak perlu lagi mengurus
mengenai pengaturan limbah (karena Perusahaan Kawasan Industri
berkewajian untuk membuat AMDAL)’, mereka punya kepastian hak atas

tanah yang akan dibeli dan ada rasa aman berusaha didalamnya
karena lingkungan terjaga dengan aman tertib dan bersih baik dari gangguan
preman-preman atau banyak- hal Ial-innya yang biasanya akan timbul jika

mereka membuat usaha diluar kawasan industri.

3 Indonesia, Keputusan Presiden tentang Kawasan Industri., Keppres No.53 tahun
1989, Pasal 11.
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Oleh karena itu juga penting harus memperhatikan bagaimana cara

perolehan hak atas tanah yang akan dijadikan kawasan industri tersebut, hal
ini perlu diperhatikan agar dikemudian hari tidak timbul sengketa atau
tuntutan dari pihak lain yang menyatakan atau turut menyatakan mempunyai
hak atas tanah yang dijadikan kawasan indsutri tersebut. Jika tanah yang
dibebaskan atau dilepaskan haknya tersebut dibuat pengalihan yang baik dan
benar maka tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari yang
menyatakan ada pihak atau pihak pihak tertentu yang mengatakan bahwa
merekalah pemilik yang sebenarnya atas tanah yang telah menjadi kawasan
industri tersebut.

Pada sazat seorang pembeli akan membeli tanah dalam areal kawasan
industri, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka calon
pembeli akan menyelidiki dan akan mencoba mengetahui lebih banyak
tentang keadaan kawasan industri tersebut baik mengenai fasilitas yang ada,
kemudahan-kemudahan yang ada, harga yang ditawarkan, hak atas tanah
yang akan diperoleh nantinya, apakah atas tanah dalam kawasan industri
tersebuit teléh terbit sertipikatnya, apakah sertipikat sudah dipecah atas bidang
bidang tanah ataukah masih berupa sertipikat induk yang harus dilakukan
pemecahan nantinya, bagaimana pengelola kawasan tersebut apakah
kredibilitasnya bisa dipertanggung jawabkan, apakah berbagai fasilitas yang

diperjanjikan dapat dipenuhi oleh pengelola, apakah segi keamanan dapat
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terjamin, berapa besar biaya pemeliharaan yang dikenakan kepada para
penghuninya, apakah biaya yang dikeluarkan tersebut scbanding dengan
fasilitas yang akan mereka manfaatkan, berapa lama jangka waktu sertipikat
hak atas tanahnya, dapatkah sertipikat hak atas tanah tersebut diperpanjang ?,
berapa lama jangka waktu perpanjangan dan berapa biaya untuk
perpanjangan tersebut dan lain sebagainya. Itulah beberapa pertanyaan yang
biasanya akan calon pembeli tanyakan pada pengelola kawasan industri

tersebut.

Pokok Permasalahan

a. Apakah semua konsumen dengan jenis usaha yang mereka punyai
dapat membeli tanah dalam kawasan industry ?

b. Apa bedanya peralihan hak atas tanah secara umum dan peralihan
hak atas tanah dalam kawasan industri (dilihat dari teori dan praktek
dilapangan) ?

c. Menyangkut masalah Perpajakan dan biaya-biaya, adakah perbedaan
antara biaya-biaya dan pajak-pajak tanah yang dikenakan dalam
kawasan industri dan diluar kawasan industri ?

d. Bagaimana efektifitas dan manfaat peratﬁmn yang ada menyangkut
persyaratan dan ijin teknis yang diperlukan untuk melakukan

peralihan hak atas tanah dalam suatu kawasan industri ?
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Tujuan Penelitian :

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini diharapkan bahwa
masyarakat umum, para praktisi hukum, para investor dan calon investor
tidak akan salah langkah dalam melakukan peralihan hak atas tanah yang
berada dalam kawasan industri khususnya kawasan industri yang berada di
Bekasi dan mereka lebih mengerti lagi langkah-langkah apa saja yang
diperlukan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dalam kawasan

industri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan (normative) dan lapangan (empiris), karena selain meneliti
berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam berbagai buku dan peraturan
yang ada, penulis juga melihat kenyataan yang terjadi dilapangan secara prakiek
(penerapan peraturan tersebut dilapangan), dengan cara penelitian lapangan dan
wawancara langsung.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris, karena
penelitian ini menggambarkan suatu sebab akibat, sedangkan kalau ditinjau dari
bentuknya maka tipe penelitian ini adalah diagnostic yaitu untuk mencari cara
yang terbaik dalam peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri di

kabupaten bekasi.
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Ditinjau dari penerapannya, maka tipe penelitian ini merupakan suatu
tipe penelitian yang berfokus pada suatu masalah yaitu penelitian yang
dilakukan karena adanya suatu permasalahan.

Penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian monodisipliner,
karena penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada suatu jenis ilmu
pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dan alat pengumpulan
data yang digunakan adalah studi dokumen dan pengamatan terlibat. Studi
dokumen meliputi sumber primer yang berupa peraturan perundang-undangan
dan norma-norma hukum, sumber sekunder berupa buku-buku, artikel majalah
dan internet dan sumber tertier berupa ensiklopedi dan kamus hukum.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode
analisis data kualitatif.
D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga bab dan dalam tiap-tiap bab

terdiri dari beberapa bagian sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Pada Bab I : Pendahuluan yang membahas mengenai dari latar

belakang permasalahan perumusan masalah, tujuan
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Pada Bab Il

Pada Bab I1I

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008

dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
: Berisi pengertian dan macam-macam hak atas tanah,
peraturan yang mengatur tentang kawasan industri,
tugas dan tanggung jawab developer kawasan industri,
pengertian peralihan hak, tata cara peralihan hak atas
tanah, peraturan yang mengatur tentang perolehan hak
atas tanah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam
peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri.
Analisis efektifitas peraturan perundang-undangan
yang menyangkut peralihan hak atas tanah dalam
kawasan industri.

Adalah ‘mengenai Penutup yang merupakan
kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya serta saran-saran dari penulis.
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BABII
ANALISIS PERATURAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH

DALAM KAWASAN INDUSTRI MM2100 DI BEKASI

A, Pengertian dan Macam-macam HAk Atas Tanah
Menurut Hukum Tanah Nasional sebutan tanah dipakai dalam arti
yuridis. Tanah dalam pengertian Yuridis adalah Permukaan bumi, sedangkan
fiak-hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
Status tanah dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :$
a. Tanah Negara, yaitu tanah yang belum dilekati sesuatu hak.
Tanah Negara ada yang bebas ada yang tidak bebas. Dalam hal
hal tertentu, tanah Negara dapat dimohonkan menjadi tanah hak
bila memenuhi persyaratan tertentu.
b. Tanah Hak, yaitu tanah yang sudah dilekati sesuatu hak menurut

UUPA maupun (bekas) hak adat. Tanah ini terdiri dari tanah

5 Artikel utama dari Djoko Walijatun, (bahan kuliah transaksi berjaminan Hak Tanggungan
dan jaminan fidusia hal. 428 dikumpulkan olch Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung,SH, MLI.
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tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat), maupun yang belum
terdaftar (belum bersertipikat).

Tanah Komunal, yaitu tanah masyarakat hukum adat yang belum
mengalami “individualisasi” menjadi tanah hak perorangan.
Tanah ini tidak dapat dinyatakan menjadi milik perorangan dan
bukan pula kepemilikan bersama dalam arti beberapa orang

mempunyai hak atas sebidang tanah menurut UUPA.

. Tanah yang telah diwakafkan atau sering disebut tanah wakaf

semula adalah tanah dengan hak milik yang dipisahkan oleh
pemegang haknya melalui ikrar wakaf untuk keperluan
keagamaan atau sosial menurut agama Islam. Tanah yang sudah
diwakafkan sudah dikeluarkan dari lalu lintas ekonomi sehingga
tidak bisa lagi dialihkan, diwariskan, dihibahkan atau

dijaminkan, selama-lamanya.

Hak atas tanah terdiri dari :

a. Hak atas tanah yang primer, yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh

Negara bersumber langsung dari Hak Bangsa Indonesia yaitu :

2.

Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan

Hak Pakai.
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b. Hak atas tanah yang sekunder, yaitu hak-hak yang bersumber pada hak

pihak lain yang timbul karena adanya perjanjian yaitu :

a.

b.

c.

f.

Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Usaha bagi hasil
Hak Gadai
Hak Sewa

Hak Menumpang.

Telah kita ketahui Jenis-jenis Hak Atas Tanah sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 16 ayat(1) UUPA berbunyi :

Q)

Pasal 16 -
Hak-hak atas Tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
ialah :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan dan
4, Hak Pakai.
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah

7. Hak Memungut hasil hutan.
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8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak hak tersebut
diatas yang ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal
53.

Diantara berbagai macam hak tersebut diatas, Hak Milik adalah
merupakan Hak yang paling kuat atas Tanah yang memberikan kewenangan
kepada Pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak alih diatas bidang
tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut.’

Dari berbagai macam hak atas tanah diatas penulis hanya akan
membahas mengenai Hak atas tanah yang primer yaitu Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

1.  Hak Milik.
Hak Milik dalam UUPA diatur dalam pasal 20
yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengigat ketentuan dalam pasal 6.

(2)  Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak lain.

7 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Hak-hak atas Tanah, Cet.4. (Jakarta :Kencana
Prenada Media Group, April 2007) hal. 30.
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Hanya orang atau badan-badan tertentu saja yang dapat mempunyai
hak atas tanah dengan status hak milik semua itu diatur dalam pasal 8 UUPA
dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 1963 yaitu
pengecualian terhadap-badan-badan tertentu yang dapat memiliki tanah
dengan status Hak Milik.

Badan-badan yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor. 38 tahun 1963 terdiri dari :

1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank
Negara).

2. Perkumpulan-perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang didirikan
berdasarkan Undang-undang Nomor. 79 tahun 1958 (Lembaran Nega_;a

Tahun 1958 Nomor. 139).

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Agama.,
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.
B;erdasarkan hal-hal tersebut diatas jadi jelaslah sudah bahwa tidak
semua orang atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah dengan
status Hak Milik, hanya Warga Negara Indonesia tunggal dan Badan-badan

hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun
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1963 tersebut sajalah yang berhak mempunyai tanah dengan status Hak

Milik.

Hak Guna Usabha.

Pengertian Hak Guna Usaha dijabarkan dalam UUPA pada pasal 28

yang berbunyi sbb :

Pasal 28
(1) Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan
atau peternakan.

2 Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit
5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih
harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3)  Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dinamakan

hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Perusahaan
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3.

pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan
usahanya di Indonesia.

Siapa-siapa yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah dengan
status Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dalam UUPA dalam pasal 30 dan
pasal 31 yaitu yang dapat mempunyai hak atas tanah dengan status Hak
Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Berbeda dengan Hak Milik yang tidak mempunyai jangka waktu
berakhir, Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu berakhir yaitu 35 tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun lagi hal ini diatur dalam
pasal 29 UUPA. - -

Apa yang terjadi setelah jangka waktu perpanjangan yang kedua
berakhir ? Jika hal itu terjadi maka pemegang hak dapat diberikan
pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama. Permohonan
Perpanjangan hak atas tanah dengan status Hak Guna Usaha tersebut harus
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu haknya
berakhir. Pengaturan lebih lanjut tentang Hak Guna Usaha ini diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor. 40 tahun 1996 dalam pasal 4, pasal 6 dan pasal

7.

Hak Guna Bangunan.
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Pengertian tentang Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 35
UUPA yaitu berbunyi sbb :
Pasal 35

(1) Hak Guna Baﬁgunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

(2)  Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut
dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20
tahun.

(3)  Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain.

Pihak-Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan
adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagi Badan hukum kedua
unsur itu harus ada bersama-sama yaitu didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia. Jika hanya salah satu unsur Saja yang
terpenuhi maka Badan Hukum tersebut bukanlah Subjek Hukum Pemegang
Hak Guna Bangunan atas tanah.

Tanah-tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan

adalah :
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a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
¢. Tanah Hak Milik

Semuanya ini diatur dalam pasal 21 PP 40 tahun 1996.

Seperti halnya Hak Guna Usaha maka Hak Guna Bangunan juga
mempunyai jangka waktu berakhir yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang
atas permohonan si Pemegang Hak untuk jangka waktu 20 tahun. Jika
jangka waktu perpanjangan yang 20 tahun telah berakhir, maka si pemegang
hak atas tanah dapat melakukan permohonan perpanjangan hak yang akan
diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun.®

Dari berbagai jenis hak atas tanah yang diuraikan diatas, hanya Hak

Guna Bangunan saja yang biasanya ada dan diberikan oleh Pemerintah
kepada pengelola kawasan industri.

4. Hak Pakai.

Pengertian tentang Hak Pakai diatur dalam pasal 41 UUPA yaitu berbunyi

sbb :

Pasal 41

® Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai atas tanah, PP No.40 tahun 1996, LN. No. 58 tahun 1996, TLLN No. 3643, Psl 35.
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(1) Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lai;1, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai diberikan :

a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan yang tertentu.

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa
apapun.

(3) Pemberian Hak Pakaj tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung
unsure pemerasan.

Pihak-pihak yang boleh menjadi pemegang Hak pakai adalah Warga
Negara Indonesia, Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan-
Hukum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilian di Indonesia.

Peraturan Yang Mengatur Tentang Kawasan Industri Serta Izin-izin

Terkait.
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Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi umumnya dan
pembangunan dibidang industri khususnya, dirasakan perlu menata
perusahaan industri yang tertib, rapi dan teratur dengan memiliki fasilitas
penunjang yang memadai sehingga diharapkan investor tertarik untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk menarik investor masuk Indonesia selain menciptakan
Kawasan Industri yang baik perlu juga menciptakan perangkat hukum yang
memadai sehingga investor tersebut merasa aman dalam menanamkan
modalnya berupa pembangunan kawasan industri maupun investor yang akan
membangun perusahaannya didalam kawasan industri tersebut. Kemudahan-
kemudahan tersebut harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang jelas
sehingga tidak akan menimbulkan penyelewengan hukum nantinya.

Telah diketahui dalam pembangunan nasional yang menjadi salah satu
titik berat adalah pembangunan dibidang ekonomi, bangsa Indonesia
dikaruniai begitu besar sumber daya alam yang tersebar diseluruh negeri,
namun demikian sumber daya alam tersebut sampai saat ini belum begitu
besar pemanfaatannya, salah satu sebabnya adalah kekurangan modal dan
kekurangan ketrampilan sumber daya manusia serta pengalaman dibidang
tehnologi. Oleh sebab itu dengan kehadiran modal asing sumber potensial
ekonomi bisa menjadi kekuatan ekonomi yang diharapkan akan dapat

mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada serta alih tehnologi.
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Kebijaksanaan dan kemudahan yang diberikan kepada investor asing juga
akan maningkatkan ekspor dan impor sehingga dapat menghasilkan devisa
dan dapat menghemat devisa.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi kawasan Industri adalah
sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan Undang-
Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara nomor
2043, Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 dirubah menjadi Undang-Undang
Nomor I1 tahun 1970 tentang Penanam Modal Asing, Undang Undang
nomor 6 tahun 1968 dirubah menjadi Undang-Undaiig Nomor 12 tahun 1970
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang undang Nomor.23 tentang
lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor.27 tahun 1999 tentang
analisis dampak lingkungan hidup.

Selain itu terdapat peraturan pelaksanaan lainnya yaitu antara lain
Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Keputusan Presiden Republik
Indonesia nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri, serta beberapa
peraturan ‘pelaksanaan lainnya antara Keputusan Menteri Agraria/Kepala
BPN nomor 18 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemberian hak atas

tanah untuk keperluan perusahaan Kawasan Industri dan nomor 2 tahun 1997
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tentang pemberian ijin lokasi dan Hak Guna Bangunan bagi perusahaan
kawasan industri dan perusahaan industri.

Dimana pada pasal 2 Keputusan presiden nomor 41 tahun 1996
disebutkan Pembangunan kawasan industri adalah untuk: °

a. mempercepat pertumbuhan industri;

b. memberi kemudahan bagi kegiatan industri;

c. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan
Industri;
d. menyediakan fasilitas lokasi yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan suatu kawasan industri tentu harus memenuhi
- ketentuan-ketentuan yang berlaku baik menyangkut badan usaha itu sendiri
maupun menyangkut ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi,
persyaratan tersebut dimaksudkan agar pembangunan kawasan industri
tersebut tidak membawa efek yang dapat merugikan negara, masyarakat dan
lingkungan disekitarnya. Perusahaan kawasan industri yang mengelola
kawasan industri tersebt_lt harus didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia dengan kata lain perusahaan yang didirikan

menurut hukum asing tidak boleh memiliki kawasan industri . '°

*Indoncsia, Keputusan Presiden tentang Kawasan Industri, Keppres No. 41 tahun 1996, Psi

19 ibid. Psl 5.
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Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang menyangkut badan
hukum atau perusahaan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam pasal
5 Keppres nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri, perusahaan dapat

berbentuk:

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha milik Daerah

(BUMD).
b. Koperasi;
c. Perusahaan swasta nasional;
d. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
€. Badan Usaha patungan antara badan-badan usaha tersebut dalam

huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D.

Perusahaan yang mengadakan penanaman modal dibidang
pengelolaan kawasan industri harus mengajukan persetujuan penetapan luas
tanah dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat. "

Apabila ijin dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat
telah didapat maka perusahaan industri harus mengajukan ijin lokasi'? kepada

Kepala Kantor Pemerintah Daerah (Pemda sctempat), ijin lokasi yang akan

"' D, Soetrisno, Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta,
2004) hal 72.

"?Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
tata cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman
Modal , Permeneg Agr/Ka BPN No. 2 tahun 1993 pasal 1 ayat (1) jo Permeneg/Ka BPN No.2 tahun
1997 pasal 1 ayat (3).
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diberikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh
pemerintahan setempat dan apabila ljin Lokasi telah disetujui maka
perusahaan tersebut harus mengajukan ijin usaha tetap kawasan industri
(Pasal 6 Keppres No.41/1996) kepada Ketua badan Koordinasi Penanaman
Modal atas nama Menteri Perindustrian yang berlaku 30 tahun bagi
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan untuk non PMA berlaku
seterusnya selama masa mengelola kawasan industri.

Walaupun ijin dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat
telah diperoleh, namun pemberian ijin lokasi untuk pembangunan suatu
Kawasan Industri tetap harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.”’ Rencana tata ruang
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I tersebut akan menjadi pedoman
untuk :

a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di

wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1I;

b. Mewujudkan keterpaduan keterkaitan, dan kesinambungan

pembangunan antar wilayah kabupaten/Kotamadya daerah

Tingkat II serta keserasian antar sektor;

" Indonesia. Undang-undang tentang Penataan Ruang, UU No. 24 tahun 1992, LN No. 115
tahun 1992, TLN No. 3501, Psl 22 ayat (3).
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C. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan

atau masyarakat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11;

d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadya
daerah Tingkat II;
€. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatan ruang bagi

kegiatan pembangunan .
Dalam mengajukan permohonan ijin lokasi berkas berkas yang perlu
dilengkapi dan dilampirkan adalah :

1. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari
pejabat yang berwenang.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Gambear kasar atau Sketsa tanah yang dibuat oleh Pemohon.

4. Keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah yang dimohon.

5. Pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan untuk memberikan
ganti rugi atau penyediaan tempat penampungan bagi pemilik tanah
yang terkena rencana proyek pembangunan

6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun.

Selain itu Perusahaan Kawasan Industri harus membuat Analisa
Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor
29 tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

Perusahaan kawasan Industri wajib melakukan kegiatan :

28

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008




1. Penyediaan/penguasaan tanah

2. Penyusunan rencana tapak tanah

3. Rencana teknis kawasan

4. Penyusunan analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

5. Penyusunan tata tertib Kawasan Industri

6. Pematangan tanah

7. Pemasaran kaveling industri

8. Pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang
termasuk pemasangan instalasi / peralatan yang diperlukan.'*

Setelah permohonan ijin lokasi kawasan industri disetujui maka
perusakasn kawasan industri harus siap untuk menyediakan tanah atau
melakukan proses perolehan tanah yang dilakukan dengan penyerahan hak
atau pelepasan hak yang kemudian diikuti permohonan Hak Baru atas nama
perusahaan kawasan industri yang bukti haknya akan diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional setempat adalah berupa sertipikat Hak Guna Bangunan

berupa sertipikat induk yaitu sertipikat atas semua hamparan tanah yang

luasnya tercantum dalam sertipikat tersebut.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Developer Kawasan Industri

'* Indonesia. Keputusan Presiden tentang Kawasan Industri, Keppres Nomor 41 tahun 1996,
Psl. 8.
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Sebagai pengelola, kawasan industri mempunyai hak untuk menagih
uang pemeriharaan setiap bulannya sesuai kesepakatan yang ada. Selain itu
pengelola berhak untuk meminta penghuninya mentaati setiap peraturan yang
ada dalam kawasan industri, entah mengenai limbah pembuangan, sampah
sampah, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum, pelaporan terhadap
setiap kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam areal kawasan industri
tersebut dan lain sebagainya.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola adalah
selain semua ijin-ijin yang diperlukan oleh suatu kawasan industri harus
dipenuhi dan dimiliki, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan
kawasan industri '° yaitu:

a. Penyediaan/penguasaan tanah.

b. Penyusunan Rencana tapak tanah.
c. Rencana teknis kawasan.
d. Penyusunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
e. Penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri.
f. Pematangan tanah.
g Pemasaran Kaveling Industri.
13 Ibid, pasal 8
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Disamping hal tersebut diatas, kawasan industri mempunyai
kewajiban harus tetap menjaga kebersihan, keamanan, lingkungan dan

kelancaran setiap usaha perusahaan tanpa mendapat gangguan dari pihak

manapun juga, memberitahukan setiap ada perubahan kenaikan biaya .

pemeliharaan dengan alasan yang jelas, menyediakan dan memelihara semua
fasilitas yang ada, memenuhi semua fasilitas yang diperjanjikan, membantu
semaksimal mungkin terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh penghuni
sehubungan dengan areal kawasan industri, menjadi konsultan dalam setiap

hal yang diperlukan, menyediakan listrik, telepon, air, sarana jalan yang baik

dan lain sebagainya.

Pengertian Peralihan Hak

Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau
berpindahnya hak pemilikan sebidang atau beberapa bidang tanah dari
pemilik semula kepada pemilik yang baru karena suatu perbuatan hukum
tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan memindahkan hak atas

tanah kepada Pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subyek

hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas Tanah).'®

' Irenc Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan, Cet. 1. (Jakarta : Universitas Trisakti, September 2005) hal. 56.
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Perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas sebidang
atau beberapa bidang tanah tersebut bisa terjadi karena :

a.  pewarisan dari ayah atau ibu kepada anak atau dari kakek-nenek kepada
cucu atau dari adik kepada kakak atau sebaliknya kakak kepada adiknya
dan lain sebagainya,

b.  hibah yaitu pemberian dari seseorang kepada pihak lain.

C.  Jual beli yaitu tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Acara Jual Beli
banyak tergantung dari status Subjek yang ingin menguasai tanah dan
status tanah yang tersedia misalnya apabila yang memerlukan tanah
suatu Badan Hukum Indonesia sedangkan tanah yang tersedia berstatus
Hak Milik maka acara Jual Beli tidak bisa di laksanakan karzna akan
mengakibatkan jual belinya batal demi hukum, karena Badan Hukum
Indonesia tidak dapat menguasai tanah Hak Milik. Namun
kenyataannya dalam praktek cara peralihan hak dergan Jual beli adalah
cara yang paling banyak ditempuh.|7

d.  Tukar menukar antara bidang tanah yang satu dengan bidang tanah yang
lain, dalam tukar menukar ini bisa ada unsur uang dengan suatu

pembayaran yang merupakan kompensasi kelebihan atas nilai/harga

' Arie S Hutagalung. Serba Ancka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (suatu

kumpulan karangan), Cet.l. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, April 1999) hal
12,
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tanah yang satu dengan yang lainnya, bisa Jjuga tanpa ada unsur uang
karena nilai tanah yang satu dengan yang lainnya sama.

Pembagian hak bersama bisa terjadi karena hak yang ada terdaftar atas
nama beberapa nama schingga untuk lei:ih memperoleh kepastian
hukum para pihak melakukan pembagian atas bidang tanah yang
mereka milik bersama-sama.

Pemasukan dalam perseroan yang menyebabkan hak atas tanahnya
berubah menjadi atas nama perseroan dimana seseorang tersebut
menyerahkan tanahnya sebagai setoran modal dalam perseroan tersebut.
Pelepasan hak, dilakukan karena calon pemegang hak yang akan
menerima. peralihan hak atas tanah tersebut adalah bukan orang atau
pihak yang merupakan subjek hukum yang dapat menerima peralihan
hak atas tanah yang akan dialihkan tersebut, sebagai contoh tanah yang
akan dilalihkan kepada suaty Badan Hukum Indonesia adalah tanah
dengan status hak milik, ini tidak bisa dilakukan karena Badan Hukum
Indonesia bukanlah Subjek hukum yang dapat menerima peralihan hak
atas tanah dengan status hak miik. -

Lelang, umumnya dilakukan jika tanah yang akan dialihkan tersebut
susah untuk menemukan calon pembeli atau tanah tersebut merupakan

jaminan pada bank yang sudah di eksekusi lalu mau dijual.
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i. Peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan yang
menyebabkan ikut beralihnya hak atas tanah yang merupakan asset

perseroan yang diambil alih tersebut.

Setelah dibuatkan akta peralihan hak atas perbuatan hukum tersebut
diatas, maka perbuatan hukum tersebut harus didaftarkan pada Badan
Pertanahan setempat letak tanah tersebut berada, dengan tujuan '8:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak yang terdaftar haknya, agar dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang

. bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak  yang
berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah tertentu dan Satuan Rumah
Susun yang terdaftar.

3. Untuk ierselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Setelah didaftarkan akta peralian Woknya maka nama pemegang hak

vada seynpikat hak atas tanah telah berubah kepada pemiliknya yang baru,

'® Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997, LN
No.57 tahun 1997, TLLN No. 3696, Psl 3.
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sehingga pemilik tanah yang baru sudah mempunyai kepastian hak atas tanah

yang telah diperolehnya.

E. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah
1. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah secara umum.
a. Jual Beli
Dengan menanda-tangani akta jual beli. Jual beli dianggap sah
apabila memenuhi syarat material yaitu :
1)  Tanah yang dijual belikan tidak dalam sengketa;
2)  Pembeli memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas
tanah yang dibelinya;
3)  Penjual benar-benar pemegang hak atas tanah dan yang
berhak menjual.
Selain yang yang disebutkan diatas, sebelum penanda-
tanganan harus disiapkan:
a. Data-data penjual dan pembeli
lengkap berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, Akta
Nikah, bagi perusahaan yang
disiapkan adalah anggaran dasar

perseroan lengkap termasuk
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pengesahan dari Menteri Kehakiman
berikut identitas penanda tangan
yang mewakili perseroan dan
persetujuan dari RUPS  atau
komisaris untuk menjual atau untuk
membeli jika dalam anggaran dasar
perseroan tersebut diharuskan
demikian.

b. asli sertipikat harus di serahkan
kepada  Notaris  untuk  dicek
keasliannya di BPN setempui-
sebelum penanda-tanganan akta jual
belinya.

c. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan 5 tahun terakhir.

d. Bukti Pembayaran Pph dan BPHTB

sehubungan dengan jual beli ini.

e. lzin Mendirikan Bangunan.

Setelah semua lengkap barulah akta jual belinya bisa ditanda-tangani

yang setelah penanda-tanganan akan didaftarkan peralihan haknya di Badan
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Pertanahan Nasional setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal penanda-tanganan akta. '°
b. Tukar Menukar
Dengan menanda-tangani akta tukar m;:nukar data yang harus
disiapkan sama dengan point a tersebut diatas.
¢. Hibah
Dengan menanda-tangani akta Hibah dan tidak perlu bukti
pembayaran Pph, karena pemberi hibah tidak menerima uang,

karenanya pemberi hibah tidak perlu membayar Pph jadi tidak
diperlukan bukti pembayaran Pph.

d. Warisan - -

yang terjadi demi hukum karena pemilik hak atas tanah
meninggal dunia, jika inj terjadi maka berkas yang harus
dilengkapi selain point a tersebut diatas ditambah akta atau
pernyataan keterangan waris dari Notaris (untuk Non Pribumi)
dan dari Lurah dan Camat( untuk Warga Negara Indonesia yang

Pribumi) dan tidak perlu bukt; pembayaran Pph.
e. Lelang

1 1bid, Psl. 40,
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Dengan menanda-tangani akta lelang. Sebelum lelang diadakan
pejabat kantor lelang akan meminta SKPT (Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional
setempat selain pengecekan sertipikat Hak atas tanah.
Pelepasan Hak
Dengan menanda-tangani akta pelepasan hak dihadapan Notaris
atau Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat, dengan
demikian orang yang bersangkutan menyatakan menyerahkan
tanah milik/ melepaskan hak atas tanahnya kepada Negara dan
selanjutnya tidak keberatan apabila atas tanah tersebut dimohon
dengan sesuatu hak atas tanah oleh Perusahaan.
Sebagai Pihak yang menyerahkan tanah hak
milik/melepaskan hak atas tanah tersebut dan menjamin, bahwa :
a). Atas tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut
dalam suatu perkara;
b). Tanah tersebut tidak dibenani dengan hak tanggungan/tidak
dijadikan jar;1inan hutang dengan cara apapun;
c). Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain

dengan cara apapun;

d). Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah
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tersebut.”’
g. Pemasukan Dalam Perseroan
Dengan cara membuat akta pemasukan dalam perseroan.
h. Pembagian Hak Bersama
Dengan menanda-tangani akta pembagian hak bersama.
i. Pembebasan Tanah
Yang diikuti dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah.
Ini dilakukan jika pemilik tanah tidak ingin menjual sementara

tanah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan umum,

misalnya untuk pembangunan jalan.

2. Tata cara peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri.
a.  Peralihan dari Pengelola Kepada Pembeli.

Jika ada calon investor yang akan membeli tanah dalam
kawasan industri, maka antara pembeli dan perusahaan kawasan
industri_dapat melakukan peralihan hak atas tanah dalam
kawasan industri tersebut,

Peraliban hak atas tanah yang dibenarkan oleh undang

undang adalah peralihan yang dilakukan dihadapan pejabat

“ D. Soetrisno. Tata cara perolehan tanah untuk industri, cet. 1 ( Jakarta : Rineka Cipta,
2004), hal 21
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yang berwenang menurut Undang undang yaitu dihadapan
Camat dalam kedudukan selaku PPAT, dihadapan Notaris
dalam kedudukan sebagai PPAT, dihadapan Pejabat Lelang dan
dihadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat (untuk
pelepasan hak).

Jadi peralihan hak yang dilakukan dibawah tangan atau
dilakukan diam-diam antara penjual dan pembeli adalah
peralihan hak yang tidak dibenarkan menurut Undang undang
karena cara peralihan yang seperti ini akhirnya akan

menimbulkan banyak masalah dan sengketa.

Beberapa cara peralihan hak yang ada adalah :

1) Dengan jual beli artinya dilakukan penanda tanganan
akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
dimana letak tanah tersebut berada yang didahului
dengan pengecekan sertipikat untuk membuktikan tidak
ada masalah dalam jual beli nantinya baik karena

keaslian serfipikat ataupun sengketa dari pihak ketiga.

40

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008




Pembuatan akta jual beli ini juga harus didahului dengan
pembayaran pajak pajak pihak terkait yaitu pajak

2) PPH/PPN yang harus dibayar penjual dan BPHTB (SSB)
yang harus dibayar oleh Pembeli. Pelaksanaan
pembuatan akta jual beli ini juga harus didahului dengan
pembayaran lunas atas harga jual beli yang disepakati.

3) Dengan cara pembuatan akta pengikatan jual beli yang
dibuat dihadapan Notaris, ini dilakukan jika pembuatan
akta jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah belum mungkin dilaksanakan. Ini dapat
disebabkan cleh berbagai macam sebab antara lain :

a) Harga jual beli belum dilunasi.
b)  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dibayar

lunas,

¢) Pajak Penghasilan (PPH) karena jual beli belum
dibayar.

d)  Pajak BPHTB belum dibayar o.leh pembeli.

€) Tanahnya belum terdaftar atas nama penjual.

f) Atau karena atas tanah tersebut masih dibebani

hak tanggungan (belum di Roya).

41

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008




6)

7

4)

5)

Dengan cara membuat perjanjian jual beli bangunan
dihadapan Notaris jika atas tanah tersebut belum terdapat
hak atas tanah (biasanya dilakukan untuk tanah Negara).
Dengan menanda tangani akta hibah jika atas tanah
tersebut diberikan kepada seseorang atau suatu Badan
hukum tanpa adanya kompensasi pembayaran atas
penyerahan tanah tersebut. Akta hibah ditanda tangani
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana letak
tanah tersebut berada.

Dengan menanda tangani akta tukar menukar yang
ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
setempat letak tanah jika atas bidang tanah tersebut akan
ditukar dengan tanah lainnya dengan atau tanpa
kompensasi pemberian uang.

Dengan menanda tangani akta pemasukan dalam
perusahaan yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat
akta tanah sétempat letak tanah, jika tanah tersebut akan
diserahkan kepada suatu badan usaha sebagai bentuk

pemasukan modal dari seseorang kepada suatu

perusahaan.
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8) Dengan menanda tangani akta pelepasan hak yang dapat
dilakukan dihadapan Notaris atau membuat pernyataan
pelepasan hak yang dilakukan dihadapan Kepala Badan
Pertanahan Nasional setempat letak lokasi tanah tersebut
berada.

9 Dengan menanda tangani akta pembagian hak bersama
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk
melakukan pembagian atas suatu bidang tanah secara
bersama sama.

10)  Dengan menanda tangani akta Risalah Lelang dihadapan
Pejabat Lelang untuk peralihan hak yang dilakukan
secara lelang.

Dari kesembilan cara peralihan hak atas tanah yang
disebutkan diatas, maka yang akan dilakukan pada saat ada
peminat yang akan membelj tanah dalam areal kawasan industri
adalah dengan membuat Akta Jual Beli jika atas tanah milik
kawasan industri tersebut telah terbit sertipikat hak atas
tanahnya atas nama perusahaan kawasan industri dan harga jual
beli serta pajak pajak telah dibayar lunas .

Jika kemudian ternyata atas tanah milik kawasan

industri tersebut belum terbit sertipikat hak atas tanahnya atau
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belum terdaftar atas nama perusahaan kawasan industri tersebut

maka dapat dibuat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat

dihadapan Notaris.

Untuk proses pembuatan akta jual beli maka

diperlukan data data bagi Penjual dan pembeli yaitu :

Bagi Pembeli diperlukan data sebagai berikut :

1

2)

3)

4)

3)

Anggaran dasar lengkap dari Perusahaan Pembeli
artinya akta pendirian berikut perubahan perubahannya
sampai perubahan yang terakhir serta pengesahan dari
Menteri Kehakiman kalau ada Berikut Berita Negara
Republik Indonesia atas nama perusahaan tersebut .
Data atau identitas penghadap sesuai wewenang yang
diberikan dalam anggaran dasar perseroan yaitu dapat
berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi,
paspor atau Surat Keterangan Tempat tinggal terbatas.
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan.

Surat Persetujuan BKPM untuk  persetujuan
penanaman modal.

Bukti setor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah dan

Bangunan) Asli lembar kesatu dan lembar kelima
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Bagi penjual data yang diperlukan adalah :

1)

2)

3)

Anggaran dasar lengkap dari Perusahaan Pembeli
artinya akta pendirian berikut perubahan perubahannya
sampai perubahan yang terakhir serta pengesahan dari
Menteri Kehakiman kalau ada Berikut Berita Negara
Republik Indonesia atas nama perusahaan tersebut .
Data atau identitas penghadap sesuai wewenang yang
diberikan dalam anggaran dasar perseroan yaitu dapat
berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi,
paspor atau Surat Keterangan Tempat tinggal terbatas.
Bukti pembayarar: PPH atau Pemnyataan Pph dan bukti

pembayaran PPN atas penjualan tanah.

Untuk objek tanahnya harus dilengkapi dengan :

1. Sertipikat Asli atas bidang tanah tersebut.
ii. PBB tahun terakhir atas tanah tersebut yang
telah dibayar lunas.
iii. Gambar lokasi tanah.
iv. ljin Mendirikan Bangunan (kalau sudah ada

bangunannya).
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Asli berkas-berkas tersebut diatas harus dibawa pada
waktu penanda-tanganan akta jual beli untuk diperlihatkan
kepada PPAT namun untuk sertipikat hak atas tanah aslinya
harus diserahkan terlebih dahulu kepada PPAT untuk dilakukan
pengecekan keaslian sertipikat tersebut.

Setelah berkas tersebut lengkap diserahkan, pajak-pajak
telah dibayar, harga jual beli telah dilunasi maka akta jual beli
dapat segera ditanda tangani yang diikuti dengan pendaftaran

peralihan haknya di Kantor Pertanahan setempat.

- -

>

b. Peralihan dari penghuni kepada pihak ketiga dan

seterusnya.

Untuk peralihan hak yang dilakukan dari penghuni
(pihak kedua) kepada pihak ketiga lainnya, berkas yang
diperlukan adalah sama dengan proses peralihan hak dari
perusahaan kawasan indu;tri kepada pembeli namun untuk

wilayah tertentu misalnya di Bekasi untuk peralihan dari pihak
kedua kepada pihak ketiga lainnya diperfukan izin khusus yaitu

Zin penggunaan tanah.
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Untuk pembuatan ijin penggunaan tanah ini diharuskan
membayar uang pemasukan pada Negara sebesar 3.5 % dari
NJOP tanah tahun bersangkutan. Besarnya penetapan ini dapat
dikurangi sebanyak 50 % jika jenis usaha antara perusahaan
yang mengalihkan tanah dengan perusahaan pembeli sama atau
sejenis.?!

Untuk pembuatan ijin ini diperlukan permohonan yang
berisi tentang jenis usaha, perusahaan calon pembeli, jumlah
karyawan, apakah ada limbah yang dihasilkan, alur produksi,
pangsa pasar dan lain sebagainya.

ljin penggunaan tanah ini harus dibuat terlebih dahulu
sebelum transaksi jual beli dilaksanakan.

- ¢ Jenis Hak Atas Tanah Yang akan diperoleh oleh Pembeli

Jika hak atas tanah yang terdaftar atas nama perusahaan
kawasan industri adalah Hak Guna Bangunan maka pembeli
atas tanah dalam kawasan industri juga akan memperoleh Hak
atas tanah berupa Hak Guna Bangunan yang akan diperoleh

melalui proses pemecahan sertipikat dari sertipikat Hak Guna

! Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Retribusi pelayanan dibidang
Pertanahan dan Penataan Ruang, Perda  No.9 tahun 2001 pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).
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Bangunan induknya sehingga akhirnya akan terbit sertipikat

pecahannya yang terdaftar atas nama pembeli.

Tata Cara Pemecahan Sertipikat

Mengenai tata cara (prosedur) yang dilakukan untuk
melakukan pemecahan sertipikat sekarang ini, tentunya harus
disesuaikan dengan UUHT berikut  peraturan-peraturan
pelaksanaannya. Karena tata cara tersebut termasuk dalam
kerangka UUHT, maka prosedur pemecahan dan pendaftarannya
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan.??

Untuk dapat dilaksanakan pemecahan, maka harus ada
sertipikat induk terlebih dahulu atas nama perusahaan Kawasan

Industri. Atas tanah tersebut dapat dibuat akta jual belinya.

i Sertipikat Induk Tidak Dibebani Hak Tanggungan
1. Perusahaan XKawasan Industri dapat mengajukan

permohonan ke Kantor Pertanahan setempat untuk

22 Bahan Kuliah Transaksi Berjaminan, oleh Prof Aric Hutangalung, SH, ML, hal 444.
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dilakukan pemecahan sertipikat induk, yang dilampiri
site plan, agar dapat dibuat gambar situasi setiap
kavling, baik terdaftar atas nama perusahaan kawasan
industri sendiri maupun atas nama pembeli/ hal
tersebut berlaku apabila sertipikat induk tidak dibebani
hak tanggungan.

2. Sertipikat induk apabila dipecah dan terdaftar atas
nama perusahaan Kawasan industri, maka perusahaan
kawasan industri dibebani biaya pemecahan sertipikat.
Sedangkan apabila dipecah atas nama konsumen
(user), maka konsumen -dibebani biaya pemecahan
sertipikat. Pemecahan sertipikat dilakukan sckaligus

dengan pendafiaran peralihan hak atas nama pembeli.
Untuk pemecahan sertipikat induk yang sudah
terdafiar atas nama perusahaan kawasan industri, yagg

kemudian dibeli oleh konsumen dengan dana sendiri, maka :
a) apabila pembayaran dilaksanakan dengan angsuran,

dibuat terlebih dahulu akta pengikatan jual beli antara

perusahaan kawasan industri dengan konsumen.
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Setelah harga tanah dibayar lunas, baru dibuatkan akta
jual beli dihadapan PPAT.
b) Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, dapat

langsung dibuatkan akta jual beli dihadapan PPAT.

Setelah akta jual beli dibuat, maka seluruh berkas yang
berkaitan dengan pembuatan akta tersebut, oleh PPAT yang
bersangkutan harus disampaikan kepada Kantor Pertanahan
setempat, dengan mendapat tanda terima untuk penyerahan
berkas tersebut. Untuk selanjutnya didaftarkan peralihan
haknya -kepada konsumen, bersamaan dengan proses
pemisahan sertipikat kavling dimaksud dari sertipikat induk,

setelah lebih dahulu dibuatkan gambar situasinya.

Uniuk pemecahan dari sertipikat induk kepada
konsumen , maka seluruh berkas yaitu akta jual beli dan
berkas berkas pendukung disampaikan kepada Kantor
Pertanahan setempat dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya

Akta Jual Beli dihadapan PPAT yang berwenang.’

3 ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendafiaran Tanah, PP No. 24 tahun 1997,1LN No.
59 tahun 1997, TLN No. 3696, pasal 40 ayat (1).
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Untuk melakukan permohonan pemecahan sertipikat

harus dilengkapi berkas berkas sebagai berikut :

Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2
(dua) dan memuat daftar jenis surat-surat/berkas-
berkas yang disampaikan kepada Badan Pertanahan
Nasional;

Fotokopi surat bukti identitas pemohon pendaftaran
hak atas bidang tanah;

Sertipikat asli hak atas tanah yang akan dipecah
(sertipikat induk);

Lembar kedua Akta jual beli mengenai hak atas bidang
tanah tersebut dar; pemegang hak atas tanah induk
(Penjual) kepada pembeli.

Bukti pelunasan biaya pendaftaran hak atas bidang
tanah tersebut atas nama pembeli menurut Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
1992,

Fotokopi bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
untuk pengalihan hak atas tanah yang menjadi obyek

Jual Beli apabila pembayaran tersebut diharuskan
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menurut peraturan yang berlaku (untuk Perusahaan
Kawasan Industri/Developer ini tidak diperlukan hanya
diperlukan surat pemyataan bahwa PPh akan dibayar
pada akhir tahun buku perusahaan tersebut) (ini
dibayar oleh Penjual).

7. Bukti pembayaran BPHTB yang sudah dibayar oleh
Pembeli (fotokopi sesuai asli lembar kesatu).

8. Surat permohonan pengukuran dan pemecahan hak
atas tanah dari pembeli.

9. Fotokopi sesuai asli data penjual dan data pembeli

lengkap.

ii. Sertipikat Induk yang Dibebani dengan Hak Tanggungan

Apabila sertipikat hak atas tanah yang berupa induk
dalam status dibebani hak tanggungan, pemecahan sertipikat
sesuai pengkavlingan yang diuraikan dalam site plan, dapat
dilaksanakan jika diperjanjikan secara tegas dalam APHT-nya.
Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UUHT. Selain
itu antara perusahaan kawasan industri dengan bank pemberi
kredit konstruksi dapat dibuat suatu perjanjian yang isinya

antara lain:
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1. Sertipikat induk dapat dipecah-pecah  sesuai
pengkavlingan menurut site plan dan dimungkinkan
adanya hak tanggungan untuk diroya secara parsial
sesuai nilai kavling yang telah terjual.

2. Setiap pembayaran/hasil penjualan tanah atas sertipikat
yang akan dipecah harus disetor kepada bank pemberi
kredit konstruksi dari perusahaan kawasan industri.

3. Oleh karena itu diperjanjikan bahwa apabila konsumen

sudah melunasi harganya, maka dapat dilakukan roya

parsial.

Notaris’PPAT yang membuat perjanjian antara
perusahaan kawasan industri dengan bank pemberi kredit
konstruksi, maupun pemberi kredit serta pengikatan-
pengikatan jaminannya sebaiknya adalah Notaris/PPAT yang
sama. Hal tersebut mengingat bahwa sertipikat masih
berbentuk induk, sehingga akan mengalami kesulitan apabila

berbagai pengikatan tersebut diatas dilakukan oleh

Noraris/PPAT yang berbeda.
Akan lebih baik apabila gambar situasi dari masing-

masing pecahan sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Sehingga,

53

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008



i.

.s
11,

jelas batas, luas, dan nilai tanah dan bangunannya. Ini tentu
memudahkan Kantor Pertanahan untuk memprosesnya.
Apalagi sekaligus diikuti dengan pembuatan dan pembebanan
hak tanggungannya.
Untuk konsumen yang membeli tanah tersebut dengan
pembayaran sendiri, maka:
Bila pembayaran dengan cara mengangsur harus dibuat
terlebih dahulu pengikatan jual belinya. Tanah dan
bangunan yang akan dibeli, sertipikatnya masih dalam
status sertipikat induk. Setelah harga tanah dan bangunan
tersebut ditayar lunas, baru kemudian dibuat akta jual
belinya dihadapan PPAT yang berwenang, dan untuk
selanjutnya diproses pemecahan sertipikatnya di Kantor
Pertanahan setempat dan didaftarkan peralihan haknya
ke atas nama pembeli .
Bila pembayaran sekaligus lunas, maka segera dapat
dibuat akta jual belinya dihadapan PPAT yang
berwenang. Setelah itu baru diproses pemecahan
sertipikatnya di Kantor Pertanahan setempat dan

didaftarkan peralihan haknya ke atas nama pembeli.
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Apabila konsumen dalam membeli dari perusahaan
kawasan industri menggunakan fasilitas kredit dengan
mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2) UUHT, maka beberapa
rangkaian kegiatan, baik perjanjian kredit, akta jual beli dan
APHT dapat dilakukan sekaligus dalam waktu yang
bersamaan.

Hadir dalam kesempatan sebagaimana diuraikan diatas
ialah perusahaan kawasan industri, bank pemberi kredit
konstruksi, konsumen/pembeli, dan bank pemberi Kredit
kepada konsumen. Setelah ditandatangani akad kredit antara
konsumen dengan bank pemberi Kredit, maka selanjutnya
dibuat:

1. Surat pemohonan Roya parsial oleh bank perusahaan
kawasan  industri/bank pemberi kredit konstruksi
ditujukan kepada Badan Pertanahan setempat letak
tanah;

2. Akta jual beli antara Perusahaan kawasan industri
dengan konsumen dan;

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat
akta jual beli kemudian membuat surat keterangan

yang isinya bahwa pada hari tersebut telah ditanda-
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tangani Akta Jual Beli dan bahwa pengurusan
sertipikatnya dilakukan oleh kantor PPAT tersebut.

4. Perjanjian kredit antara Konsumen dengan banknya
diikuti dengan ditanda-tanganinya Akta Surat Kuasa
membebankan Hak tanggungan (SKMHT) karena
sertipikat belum terdaftar atas nama konsumen yang
nantinya setelah sertipikat terdaftar atas nama
konsumen diikuti dengan penanda-tanganan Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT).?*

Didalam APHT ini harus diperjanjikan secara tegas
mengenai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2

UUHT.

Prosedumnya dilakukan pemecahan atas bidang tanah
tersebut tersebih dahulu setelah sertipikat pecahan selesai baru

dilakukan roya parsial atas Hak Tanggungan yang melekat.

24 Arie S Hutagalung, Serba Ancka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (suatu
kumpulan karangan), Cet.1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, April 1999) hal

266-267.
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Setelah selesai roya parsial baru dilaksanakan
pendaftaran peralihan hak, sehingga sertipikat terdaftar atas
nama pembeli/konsumen. Segera setelah sertipikat terdafiar
atas nama pembeli, maka dilakukan pengecekan sertipikat
diikuti dengan penanda-tanganan Akta Pemberian Hak
Tanggungannya diikuti dengan proses pendaftaran hak
tanggungan sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Peraturan
Menteri Negara Agraria No. 5 tanggal 30 Mei 1996.

Dalam suatu kawasan industry, tidak semua pihak atau
perusahaan yang ingin membeli tanah dalam kawasan industry
tersebut dapat terlaksana. Hanya perusahaan dengan kriteria
tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
kawasan industry itu saja yang dapat membeli tanah dalam

suatu kawasan industry di Kabupaten Bekasi, khususnya

kawasan industry MM2100.

Persyaratan itu misalnya :

Hanya perusahaan yang memiliki limbah dengan
kriteria yang diharuskan oleh Developer saja yang boleh
membeli tanah dalam kawasan industry tersebut. Jadi jika
limbah suatu perusahaan yang akan membeli tanah dalam

kawasan industry bertentangan dengan yang disyaratkan oleh
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Developer, maka perusahaan tersebut akan ditolak jika ingin

membeli tanah dalam kawasan industri tersebut.

Peraturan Yang Mengatur Tentang Perolechan Hak Atas Tanah
Dalam Kawasan Industri

Secara umum suatu kawasan industri jika ingin memiliki tanah
dilakukan dengan cara pembebasan (istilah sekarang pengadaan)
tanah, sedangkan bagi pembeli yang ingin membeli tanah tersebut dari
pengusaha kawasan industri atau dari pihak kedua, ketiga dan
seterusnya dilakukan dengan cara jual beli.

Pembebasan tanah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor. 15 tahun 1975 adalah melepaskan hubungan hukum yang
semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya
dengan cara memberikan ganti rugi, yakni untuk pembebasan tanah
untuk keperluan swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung
antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian_ ganti rugi
dengan berpedoman kepada azas musyawarah. Sebagai dasar untuk
mengadakan musyawarah hendaknya mempergunakan harga umum
setempat sebagaimana dimaksud dalam PMDN NO. 1/1975,

disamping memperhatikan factor-faktor lain yang mempengaruhi

harga tanah.

58

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008

s



Pembebasan tanah menurut Surat Edaran Dirjen Agraria
Nomor. Ba 12/108/12/75 adalah setiap perbuatan yang bermaksud
langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada
diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa atas tanah
itu.Pembebasan tanah untuk kepentingan swasta pada azasnya adalah
sejajar dengan kepentingan anggota-anggota masyarakat, maka
pembebasan tanah untuk kepentingan swasta atau pihak-pihak yang
berkepentingan adalah dengan memberikan ganti rugi yang besarnya
ditentukan dengan musyawarah.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan maupun garis-garis kebijaksanaan
pemerintah mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah,
maka diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan
oleh pihak swasta.

Selanjutnya penggunaan istilah pembebasan tanah menurut
Keppres. Nomor. 55 Tanah 1993, diganti dengan pengadaan tanah,

walaupun masyarakat mengartikan sama dengan pembebasan tanah.
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Pengadaan tanah menurut Keppres ini adalah setiap kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada
yang berhak atas tanah tersebut.

Menurut pasal 24 Keppres Nomor. 55 tahun 1993 ditentukan
bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka dinyatakan
tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 1975,
tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan
tanah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976, tentang
penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan
Pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta;

3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985 tentang
Tata cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek
pembangunan di wilayah Kecamatan.

Hal yang mendapat penekanan dari peraturan ini, bahwa ketentuan ini
adalah hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah yanh dilaksanakan
dengan cara jual beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati secara

sukarela oleh pihak yang bersangkutan.
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Peraturan terakhir yang mengatur tentang Tata Cara Perolehan Tanah
bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal adalah Keputusan Mneteri
Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 21 Tahun 1994
yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993,
tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi
Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Dalam keputusan ini
ditetapkan prosedur memperoleh Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam
rangka Penanaman Modal setelah terjadi kesepakatan dengan pemegang hak
atas tanah mengenai pengambilan tanah tersebut oleh Perusahaan untuk
menjalankan usahanya. %

Pelaksanaan jual beli tanah belum diatur oleh Peraturan Khusus. Oleh
karenanya masih diperlukan Norma-Norma Hukum adat sebagai pelengkap
dimana diketahui bahwa Jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat
material®® yaitu :

a. Penjual memang berhak menjual.

b. Pembeli memang berhak membeli.

¥ D. Soctrisno, Tata cara perolehan tanah untuk industri, cet. | ( Jakarta : Rineka Cipta.

2004), hal 2 dan 3.

% Kep. MA No. 123K/Sip/1970.
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c. Tanahnya memang dapat diperjual belikan.

d. Tanahnya tidak dalam sengketa.

G. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peralihan hak atas tanah dalam
kawasan industri.

Disetiap kawasan industri mempunyai peraturan yang berbeda-beda
yang harus diikuti oleh calon pemilik tanah, yaitu selain peraturan peralihan
hak yang telah diuraikan diatas, masih ada syarat lainnya yang harus dipenuhi
untuk perlihan hak atas tanah dalam kawasan industri terutama untuk pembeli
tangan kedua, ketiga dan seterusnya, yaitu sebelum melakukan jual beli
dan/atau peralihan hak atas tanahnya harus dilaku!:zn hal-hal sebagai berikut :

a. Lihat sertipikat Hak atas tanahnya apakah tercantum
kata-kata “ jika akan dialihkan tanah ini baik
seluruhnya atau sebagian haknya harus mendapat ijin
dari Kakanwil BPN”, jika terdapat kata-kata ini dalam
sertipikatnya maka kita harus mengajukan ijin
peralihan hak terlebih dahulu kepada Kakanwil BPi\I
setempat sebelum akta Jual beli ditanda-tangani.

b. Selain itu untuk pembeli tangan kedua, ketiga dan
seterusnya diperlukan izin lokasi sebelum akta jual beli

ditanda-tangani. Untuk pengurusan izin lokasi ini ada
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biaya yang harus dibayar yaitu biaya resmi sebesar
0,35 % dihitung dari NJOP tanah tahun berjalan,?’
semua ini dibayar kepada Pemerintah Daerah Setempat
yang kemudian akan mengeluarkan bukti resmi
pembayaran tersebut.

Selain biaya resmi tersebut ada biaya lainnya yang
dikenal sebagai biaya tak resmi yang harus dibayar
oleh Pihak Pembeli.

Satu lagi yang harus diperhatikan yaitu pembayaran
biaya peralihan hak yang harus dibayar oleh Penjual
kepada Pengelola kawasan industri yang besarnya
ditentukan oleh masing-masing pengelola kawasan
industri, umumnya sebesar 5 % (lima persen) dari
harga transaksi peralihan.

Dari sisi pajak-pajak yang harus dibayar, tidak ada
perbedaan, penjual tetap harus membayar Pph sebesar
3 % dihitung dari harga transaksi atau harga NJOP

PBB (mana yang tertinggi) hanya bagi Developer Pph

?7 peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi tentang Retribusi Pelayanan dibidang Pertanahan dan
Penataan Ruang . Perda No.9 tahun 2001, Psl IS ayat (1), (2) dan (3).

63

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008




tidak dibayarkan pada setiap transaksi, Pph dibayar
pada akhir tahun pajak.
Untuk BPHTB tetap Pembeli harus membayar sebesar
5% yang dihitung dari Harga transaksi atau NJOP PBB
(mana yang tertinggi). Pada dasarnya untuk pengenaan
pajak tidak ada yang berbeda antara jual beli untuk
tanah diluar ataupun dalam kawasan industri. Hanya
ada biaya tambahan yang telah disebutkan pada point
b dan c diatas saja yang berlaku bagi pembeli kedua,
ketiga dan seterusnya.
Ketiga hal inilah yang harus diperhatikan oleh calon
pembeli jika ingin membeli tanah dalam kawasan industri

yang dijual oleh Pihak Kedua dan seterusnya.

Analisis efektifitas peraturan perundang-undangan yang

menyangkut peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri.

Peraturan yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah
khususnya dalam kawasan industri sudah jelas tapi pada praktek
masih terdapat kelemahan disana sini dan kerap terjadi kesimpang-

siuran terhadap suatu peraturan yang diterapkan. Ini terjadi karena
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adanya pelaksanaan suatu kebijakan umum yang diterapkan dengan
berbagai macam cara sesuai persepsi dan pendapat pribadi para
pelaksana atau adanya Kketidak jelasan dari suatu peraturan
pelaksanaan sehingga pada prakteknya banyak menimbulkan suatu
permasalahan.

Dalam pembebasan tanah Pemerintah telah secara jelas
mengatur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan swasta namun
dalam praktek masih saja terjadi berbagai macam masalah
sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut. Hal ini biasanya terjadi
karena adanya campur tangan pihak-pihak tertentu yang secara umum
dikenal dengan sebutan calo-calo tanah. Masyarakat pemilik tanah
dengan pembayaran uang muka dari calo-calo tersebut, diharuskan
memberi kuasa kepada para calo tersebut untuk melakukan penjualan
atas tanahnya termasuk negosiasi harga tanah yang akan dijual.
Setelah harga tanah disepakati antara si calo dengan perusahaan
pengembang kawasan industri, barulah si pemilik tanah datang untuk
menanda-tangani peralihan haknya dihadapan kepala desa dan camat
setempat letak tanah. Disini kadang terjadi penipuan yaitu yang
datang bukanlah pemilik tanah yané sesungguhnya karena sangat sulit
untuk menentukan keabsahan pemilikan sebidang tanah yang belum

bersertipikat yang sudah terjadi turun temurun. Belum lagi ada unsur
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kesengajaan dari aparat desa setempat dalam penentuan siapa pemilik
tanah sesungguhnya. Dalam hal demikian diperlukan kejelian dari
pihak Pengusaha Kawasan Industri untuk menyelidiki kebenaran hal
tersebut.

Biasanya setelah transaksi terjadi dan pengusaha kawasan
industri mulai melakukan pembangunan atas tanah tersebut maka
muncullah pihak atau orang yang mengaku sebagai pemilik tanah
yang sesungguhnya, atau memang pemilik tanah yang sesungguhnya
yang menyatakan bahwa ia belum menerima pembayaran, karena
pembayaran diberikan kepada para calo tersebut yang kemudian kabur
meninggalkan masalah bagi pihak-pihak terkait.

Apa yang diuraikan diatas adalah masalah-masalah yang
timbul dalam proses pengadaan lahan.

Lain lagi dengan proses jual beli dari pengusaha Kawasan
Industri dengan konsumennya atau dari pihak kedua kepada pihak
ketiga dan seterusnya. Dalam jual beli yang terjadi antara pengusaha
kawasan industri dengan konsumennya sering kali juga timbul
berbagai macam masalah yang antara lain bahwa sertipikat hak atas
tanah dalarﬁ kawasan industri yang akan dijual itu belum terbit, hal ini
terjadi dikarenakan birokrasi pengurusan sertipikat di Badan

Pertanahan Nasional yang sangat lama dan berbelit-belit, sebagian
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disebabkan karena seringnya penggantian pejabat pada BPN tersebut
dan juga ada sebagian disebabkan ketidak-tahuan (kurang penguasaan)
pejabat tersebut pada jabatan yang diembannya. Misalnya seorang
kepala seksi pengukuran dia tidak mengetahui seluk beluk tentang
pengukuran dan gambar sehingga pada saat mau menanda-tangani
berkas dia tidak berani sehingga ia memerlukan waktu yang sangat
lama untuk menanda-tangani berkas tersebut sampai ia mengerti apa
yang ditanda-tanganinya, padahal seharusnya jika orang atau pejabat
yang ditempatkan adalah orang yang menguasai bidangnya, penanda-
tanganan hanya memerlukan waktu 10 r;1enit saja per berkas misalnya.
Beluia lagi fasilitas pendukung atau program di Badan Pertanahan
yang dibuat bukan untuk memudahkan masyarakat tapi menyulitkan.
Contohnya kalau dahulu sebelum ada SOP (standar Operasi Prosedur)
untuk melakukan pemecahan dan penggabungan dalam praktek cukup
diperlukan waktu 3 bulan tanpa diperlukan adanya penerbitan
sertipikat pecahan, jadi keluarnya sertipikat langsung terbit
penggabungan yang sudah terd.aﬂar atas nama pembeli, namun setelah
terbitnya SOP tersebut proses pemecahan dan penggabungan sertipikat
dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1. pertama dilakukan pemecahan terlebih

dahulu dengan cara pengukuran dan
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pemecahan bidang-bidang tanah yang
bersangkutan diikuti dengan terbitnya
setipikat pecahan atas bidang-bidang
tanah tersebut.

2. Kedua baru setelah terbit sertipikat
pecahan dilakukan pengukuran lagi
untuk melakukan penggabungan atas
pecahan sertipikat-setipikat yang telah
terbit tersebut,

Dari segi biaya dan waktu hal ini tidak efisien karena
masyarakat diharuskan membayar dua kali biaya pengukuran untuk
objek yang sama dan waktu yang diperlukan untuk proses tersebut
diatas juga lebih lama yang biasanya dengan waktu 3 (tiga) bulan bisa
selesai, karena proses berubah, waktu yang diperlukan menjadi dua
kali lipat yaitu 6 (enam) bulan. Apakah dalam hal ini para pembuat
SOP tersebut telah memikirkan kepentingan masyarakat. Karena
dengan adanya peraturan yang dibuat tersebut bukannya masyarakat
dipermudah malah dipersulit, bukan waktu pengurusan lebih singkat
tapi lebih lama, begitu pula dengan biaya, biaya yang dikeluarkan

menjadi lebih mahal.
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Masalah lainnya adalah adanya kebijakan dari aparat yang
berwenang yang dilaksanakan hanya berdasarkan uji coba, contoh
pernah diterapkan di Badan pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi,
bahwa untuk pengecekan sertipikat yang masih tercantum Hak
Tanggungan, harus ada surat Roya dari pemegang Hak Tanggungan.
Secara logika mana mungkin jika hutang belum lunas, Kreditur
Pemegang Hak Tanggungan akan mengeluarkan surat Roya. Setelah
Para Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan permasalahan yang
ada atas peraturan yang diterapkan tersebut, dengan enteng aparat
tersebut menjawab “ yah inikan uji coba jika tidak bisa diterapkan ya
sudah”.

Dari sikap aparat tersebut bertindak, jelas tercermin :

a. la adalah orang yang tidak mengerti hukum dan peraturan yang ada

dan ditetapkan oleh Pemerintah.
b. la menyalah gunakan jabatannya hanya untuk melakukan uji coba
atas suatu peraturan yang secara pribadi ingin diterapkannya (tanpa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada)(terlihat sifat

arogansi seorang aparat).

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, sebenamnya jelas
terlihat bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional

memilih pejabat pada tingkatan yang tinggi untuk menduduki jabatan
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tertentu tapi tidak dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan yang
cukup tentang jabatan yang akan diembannya. Bukankah Aparat
Badan Pertanahan Nasional seharusnya lebih mengerti tentang
peraturan yang ada dilingkungannya karena ia sebagai pembimbing
para Pejabat Pembuat Akta Tanah ?.

Belum lagi adanya peraturan tentang izin peralihan hak yang
seyogyanya hanya diterapkan untuk tanah-tanah pertanian dengan luas
tertentu, tetapi pada prakteknya juga diterapkan untuk tanah kosong
yang bukan tanah pertanian.

Waktu pelaksanaan peralihan hak. Jika disuatu wilayah Badan
Pertanahan Nasional misalnya Kabupaten Bekasi bisa meiaksanakan
Proses Pendaftaran Peralihan Hak dalam waktu 2 minggu sedangkan
pada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bekasi melaksanakan
Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam jangka waktu 2 bulan
bahkan lebih. Bukankah proses keduanya sama mengapa pada satu
wilayah dan wilayah lainnya terjadi perbedaan yang sangat mendasar

dalam hal waktu pengerjaan ?.

Masih menyangkut masalah peralihan Hak Atas tanah dalam
kawasan industri seperti telah dijelaskan dalam halaman 46 tersebut
diatas bahwa untuk peralihan hak atas tanah dalam suatu kawasan

industri diperlukan ijin lokasi yang berfungsi sebagai ijin peralihan
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hak atas tanah, meskipun dalam Peraturan Menteri Neagara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dikatakan tidak
diperlukan adanya izin lokasi untuk peralihan hak atas tanah yang
berada dalam kawasan industri, ?® namun karena adanya peraturan
tentang otonomi daerah dan untuk menambah pemasukan daerah
kabupaten Bekasi maka Pemerintah Daerah setempat menetapkan
bahwa untuk peralihan kedua, ketiga dan seterusnya untuk tanah-
tanah yang berada didalam kawasan industri di Kabupaten Bekasi
diharuskan untuk membuat izin lokasi terlebih dahulu sebelum
melakukan penanda-tanganan akta jual beli. ljin Lokasi ini berfungsi
sebagai ijin peralihan hak atas tanah dan/atau tanah-tanah yang berada
dalam kawasan industri. Dalam kasus ini apakah hal ini bisa
dibenarkan yaitu adanya peraturan yang satu bertentangan dengan
peraturan lainnya.

Ada satu lagi masalah yang timbul yang tidak kalah

pentingnya yaitu masalah validasi pajak, di Kabupaten Bekasi  untuk

**Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Perolehan ijin lokasi dan Hak Guna Bangunan bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan
Industri, Permenag Agr/Ka. BPN No. 2 tahun 1997 pasal 4 ayat (3).
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prakteknya ada oknum tertentu yang justru mempersulit maayarakat

yang akan membayar pajak.

Dari berbagai masalah yang diuraikan diatas kita melihat ada

beberapa faktor yang menjadi penyebab :

a). Faktor Hukum dan Perundang-undangan, sampai saat ini
belum ada peraturan yang secara khusus dan detail mengatur
tentang lembaga jual beli dan diperlukan suatu Peraturan
Pelaksanaan yang lebih lengkap untuk menerapkan suatu
Undang-uandang atau peraturan yang ditetapkan. Peraturan
hendaknya dibuat sesuai kebutuhan yang ada dan sesuai
perkembangan jaman dan buatlah suatu peraturan yang

sederhana, tidak berbelit-belit dan birokrasi yang singkat.

b). Faktor Penegak Hukum.
Sering kali para aparat agraria dan aparat pajak mempunyai
pendapat yang berbeda yang tidak berdasarkan hukum yang
berlaku tetapi berdasarkan praktek dan kebijaksaan sendiri.
Sebagian aparat ada yang tidak mempunyai sifat melayani dan

ingin mempermudah suatu masalah.
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c). Faktor Pihak-pihak yang terkena peraturan tersebut.
Khususnya faktor ketidak-tahuan tentang hukum dan peraturan
yang berlaku sehingga menurut mereka sangat sulit menjalankan

sesuatu jika berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.

d). Faktor fasilitas pendukung.
Tidak adanya prosedur yang murah dari jual beli dan
pendaftaran tanah, kurangnya tenaga ahli dan peralatan sehingga
sebagian mengakibatkan keengganan para pihak untuk
melakukan jual beli secara sah atau juga melakukan pendaftaran

atas peralihan tanah yang terjadi.®

* Prof. Arie S Hutagalung, Serba Ancka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (suatu

kumpulan karangan), Cet.1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, April 1999) hal
121.
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BAB 1t

PENUTUP.

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat kita

simpulkan bahwa :

1. Tidak semua calon investor dapat membeli tanah dalam kawasan
industri di Bekasi. Hanya perusahaan yang memiliki limbah dengan
kriteria tertentu saja yang dapat memiliki tanah dalam suatu

kawasan industri di Bekasi.

2. Selain syarat-syarat peralihan hak secara umum harus dipenuhi,
maka ada persyaratan lainnya yang harus juga dipenuhi jika ingin
melakukan peralihan hak atas tanah dalam kawasan indutri di
Bekasi khususnya di kawasan MM2100 yaitu jika dalam sertipikat
hak atas tanah tercantum kata-kata “ jika ingin dialihkan haknya

sebagian atau seluruhnya harus mendapat persetujuan dari kanwil
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BPN “ maka untuk peralihan haknya harus mendapat izin terlebih
dahulu dari kanwil BPN setempat. Selain itu untuk peralihan hak
atas tanah dari pihak kedua kepada pihak ketiga dan seterusnya
harus membeyar biaya peralihan hak kepada developer yang
besarnya 3 % dan adanya izin lokasi (yang berlaku sebagai izin
peralihan hak) yang harus diurus sebelum peralihan hak atas tanah
dijalankan. Biaya pembuatan izin ini sebesar 0,35 % dihitung dari

NJOP tanah.

. Tidak ada perbedaan dalam pembebanan pajak baik bagi pembeli
ataupun penjual atas peralihan hak atas tanah didalam ataupun

diluar kawasan industri.

. Peraturan yané ada tentang peralihan hak atas tanah tidak berlaku
efektif karena masih ada peraturan peraturan yang lainnya yang
dibuat untuk peralihan hak atas tanah dalam kawasan industry
walaupun sebenarnya peraturan tentang peralihan dan perdaftaran
peralihan haknya sudah ada dan dibuat tapi masih ada peraturan lain
yang diberlakukan untuk peralihan hak atas tanah dalam kawasan
industri. Peraturan baru yang dibuat tersebut nyata-nyata

bertentangan dengan peraturan yang dibuat terdahulu.
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B. Saran-saran :

Diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur lembaga jual beli.

Diperlukan suatu peraturan yang sederhana, tidak berbelit-belit, jelas
(sehingga tidak dapat disalah artikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan)

dan selalu terbaru mengikuti perkembangan jaman.

Diperlukan pelatihan terlebih dahulu bagi para aparat yang akan menduduki
Jjabatan tertentu idak hanya bagi kepala kantor tapi juga kepala bagian,

kepala seksi, kordinator bahkan sampai ke petugas loket.

Jika ingin menerapkan suatu peraturan lakukan uji coba atau diskusikan
dengan masyarakat luas melaluj undangan seminar dan lain sebagainya,
sehingga dapat didengar keluhan dari masyarakat yang merupakan

kelemahan bagi peraturan itu jika nanti diterapkan.
Diperlukan sosialisasi suatu peraturan pada masyararakat pedesaan.

Perlu dibuat suatu peraturan yang berkembang sesuai perkembangan jaman

dan kebutuhan masyarakat modern.
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10.

11

Perlu dibuatkan suatu sangsi bagi aparat yang melanggar prosedur baik

dalam peraturan maupun dalam SOP.

Dan berikan penghargaan juga pada aparat yang bekerja dengan benar serta

sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada saat melaksanakan perolehan hak dari masyarakat hendaknya
perusahaan kawasan industri melakukannya dengan baik dan benar sehingga
para investor yang akan membeli tanah dalam kawasan industri tidak akan

mendapat tuntutan dari pihak manapun juga. '

Hendaknya dalam pembuatan suatu peraturan tidak bertentangan dengan
peraturan lainnya walaupun diterbitkan oleh instansi yang berbeda namun

menyangkut hal yang sama.(Misalnya antara Badan Pertanahan Nasional

dengan Pemerintah Daerah setempat).

Hendaknya penerbitan suatu peraturan adalah berdasarkan adanya suatu

kebutuhan masyarakat akan peraturan tersebut bukan semata-mata karena

uang (untuk mengisi kas suatu instansi).
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-

LEMIBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 9 TAIUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PELAY ANAN DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~
Menimbang

Mengingat

!J

BUPATI BEKASI

bahwa dengan berlakvunya Undang — Undang 1omor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Dacrah dan Undang - Undang Nomer 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Alas Undang — Undang Republik Indonesia
Namor 18 Tahun 1997 tenlang Pajak Dacrah dan Relribusi Daerah
serta telah disahkannya Peraturan Dacrah Nomor 22 Talun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Bekisi,
yang didalamnya mengator tentang Pembentukan Dinas Perlanahan ©
dan Penataan Ruvang, maka guna’ pelaksanaan ketvenangan, tugas dan

fungsinya, perlu diatur jenis - jenis pelayanan datam bidarg Pertanahan
dan Penatran Ruang ;

bahwa jenis pclay.anan yang diberikan dalam bidang Pertanahan dan
Penataan Ruang disamping bertujuan menjamin terwujudnya kepastian

hukum dan tertib administrasi, diharapkan pula mempereepat

terselenggaranya peloyanm prima dam merupakan salah satu somber
Pcndapatan Asli Daerah, guna mendukung pelaksansan Otonomi
Dacrah ;

bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas,
maka jenis pelayanan dan retribusinya perlu ditetaplan dengan
Perawuran Dacrah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentukan

Daerah-dacrah Kabupaten dalan lingkungan Propusi Jawa Barat
(Berita Negara Tahunl9350);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokek Agrana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043); ¥
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3. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penctapan Luas
Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);

. 28
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(Lzmbaran Negara Tahun 1992 Nomor.115, Tambahan Lzmbaran
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(Lembaran Negara Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

W
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Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3¢ Tambuhan Lembaran
Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8¢ Tahun 2000 tentang Pedoman

‘i);ga)nisasi Perangkat Dacerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
5); ‘

14. Peraruran Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 8 SeriD ) ;

.2.
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Menetapkan

Dengan.perselujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN BEKAST
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAIL KABUPATEN BEKASI TENTANG
RETRIBUST PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN

DAN PENATAAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daizm Perauran Daerah ini yang dimaksud dengan :

“§we

Dazerch adalzh Kebupaten Bekasi.

Pemerintzh Daeran ailzlah Pemeriatzh Daerah Kabupaien Bekasi.

Busay adalsh Bupati Bekast

Dinas adatah Dinas Perananan dan Penziaan Ruang Kabupaten Bekasi,

Kepala Dinas adalah X epala Dinas Penanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi
Kas Daerah adalah Kas Deerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pejobat yang ditunjul adalah pegawai yang diberi mugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
szsuai dengan Peraluran Perundang-undangan vang barlaku.

Retribusi adalah punguton Daerah sebagai pembayarsn  atss jasa aiat pemberizn izin
tertentu yang khusus disedizkan dan atau diberikan oleh Pemerintzh Kabupaten Bekasi
untuk kepentingan priozdi, badan hukum, Instzansi Pemerintah/BUMMN/BUMD.

Wapb retribusi adaleh percrangen, Baden Hulum |, Instansi Pemerinzeh/ BUMN/BUMD
yang memalkon siau memperoleh jasa pelayanan yang diberean oleh Kepala Dinas.

Surat Xeictapan Rewibusi Daerah  vang dapat disingkat SKRD adalsh Surat Keputusan -
'ang menentukan besamya jumlah remibusi yang terutang,

()

urat Taghan Rembusi Saersh vang dopat disinghat STRD adalah Surat uniek melakukan
tzgivan reribusi dan giag sanksi adatnisirasi berupa bunga dan aieu danda.

L7

o

—

angsung diluzsai p2ara sebegaimana dimaksud dalam

Tznzn Neg2r2 2dalah iznzh vang langsu
Cndang-undang Momar 3 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

.3
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"a. Tanah Absentee adalah tanzh pertanian'yang pemilik tanzhnya berada di luar kecamatan
tempat letad: tznath kecuali bagi pemilit: tanah vang bertempat tinggul di kecamatan yang
barbatasan dengan kecamatan tzmpat letak tanah.

n [lzin Penguesaan dz2n Pemilikan Tanzh adalah izin yang diberikan kepada sctiap orang
yang 2kan mendafiarkan peralihan/pemindahan hak atas tanah dengan berpedoman kepada
ketentuan batzs maksmum dan ketentuan tanah absentee.

¢ Batas maksonwum pemilikan tansh adalah luas tanah yang dapat dikuaszi cieh seorang ateu
satu keluarga badt milknya sendiri atau kepunyean orang lain yang jumlbsh luasnya tidak
melebi} bates maksimum vang ditctaphan.

p Rediszibusi Tanah adalah pembagian tanah yang dituasai oleh Nepara dan welah ditezaskan
menjedi Obyzk Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform vang diberikan kepada pare
peiany penggarap yang telah memenuhi syarat ,

¢ Kensolidasi Tenah adalah kebijaksanean pertanchan mengenai penztaan  Lembali |
penguasain dan penggunsan tanah serta usaha  pengadaan tanah untul kepentingan
pembangunan, mcningkatkan kualitas linglungan dan pemeliharean siaber daye zlem
dengan melbatkan parusipasi aktif masyarakat, e

t. Penguasaan Tannh adalah hubungan hukum antara subvek hak dengan obvek hak (ianzh),
baik secara yundis mauoun s2eara fisik

[vy

?emﬂi'fsn.Tanah adalah hubungan hubwn pemildan entara crang atzu badan hulum
s¢bagai subyzk hak denzan tmah sebapai obyek halk

t Pztani adalan orang yang mempunyai maupun yany tidak mempunyai tanch sendin, yan3
mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah unmlk p::rtanian.

v. Hak Atws Tanah adalah Hek-hal atas : ]
- (2,00 § FLL NG} tan?.h S:ba‘ﬁ. 1 . dalam Pasal lo

Undang- undang Nomor 5 Tzhun 19g0, PR dimad G

Tale . ?
h;m Tanzgungan adalzh Hak Jaminan yang dibebantan pada hak atas tansh berikut atau
:)‘cli‘:\n ;cnlmht :’c"d:‘;r';b““de l2in yeng menupakan saru kesatuen dengan tenzh ity, untek
briunason hulang tertsn yang memibterikan keduduls i alean Lepada kreditor
tzrtentu terhadap kreditor ~ Yreditor lain, R sang dmtam?.\an =

» M l. -. M = A -
w. &u{’:&.omsu adali'-ﬁ:‘ lt-':ﬂ yang diveritan kepada perorangan atau Badan Hukun/perusahaan
oula s '; c:‘? eroleh tanah yang diperlukan  dalom rangka penanaman modal yang berlaku
{ sehagal izin pemindzhan hal: atas tanah dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan
tata ruang wilayah. ' =STER

« [vim P e ) '
X L;?J E C.f‘-!i‘--lL\!n Per'.q'_g-.t.-,ezn Taneh adaleh izin yang diberikan kepada pecorangan atau
Ky g ¥y . .
u*ah:: nMum ¥ang asan memanfaatian tanah veng telah dimiliki dalam rengka Legiatan

h A

Aspek Taw Gun ; ilai ; ]
;) ,"_,_:,': vens o cls" I:‘\.nah adalah penilaian teknis obyelif terhadap sustu bidang 7 hamparan
; v - “ . A b /! K !
yeng wmelipui perilsizn fisit wilayah ( penggunazan tanazh, kemampuzn tanah,
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v

keadaan lingkungan sekitamya, letal tanah dan kesesuzian lala ruang ), gambaran umuem
gitus tnah dan penguasaan tanah.

Tato Ruang adalsh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota
(RTRX), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknis Tata Ruang
“Xou (RTTRK) yang telah ditetapkan berdasarkan Peratuwran Daeran.
“Pesinaman Modz! adalsh uzeha menenemban madal yang m.-_:nggu:*.a&:_':-.n maupun yang
‘it menggunabian fasilias sebegaimana dimalsud dabam Undz.m.g-undang Nomer 1
“Tahen 1957 tentang Penznzmean Modal Asing sebagzimana teleh diubzh denpen Undang-
‘edane Nomor 11 Tehun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tzhun 1963 tentang
Peznaman Modal Dalem Megeri ssbagainmana teioh diubezh: dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1970. .

b. Pemberian Hal: Awas Tznzh adakah Penetapan Pemerintah Dzersh yang niemberikan suztu
| Hek 2tas tanah yeng dilmasai lbngsung oleh negara dalam bentuk Kepumusen.

sz, Perpenjangan Hak adalah psnambahan jangka wakiu berlakunya suat hek atas tanah tanpa
mengubzh syarat-syarat dalam pemberian hak scmuly yang permmohonannya digjuban
szhelum terakhirnya jangka waktu hak atas tanahnya. ’

f:: smbaharuan Hak adalah pemberian hak atas taneh yang sama kepads pemiegang Hak

yang sama yang dizjuken satelh berzkhimya jangia wzkmu Hak atas tanzh terszbut

¢s. Perubahan Hal adalah Penetapen Femerintzh Daerzh mengenai pensgasan bahwa . .
s¢hidang  tanah yang semiuls diounyai dengan sesuatu hak atas tansh tertentu, atas
permohonan pemegang haknya diubeh menjedi tanch negera don sekelizus memberiken
hak lamn atas tanah tersebut.

. Pclepasan Hak Aus Tznah adalsh kegiatan melepaskan Hubungan Hukum sniara
pemegang Hale atas tanah dengen tanch yeng ddmuasainga dengen pemberian Genti
Kerugian dan phak yang telah memperoleh Tzin Lokasi atas dasar musyawarah vang
diniangkan dalem bentuk Surat Pernyataan Pelepassn Hak ates tanah yang dibuat
dihadzpan Kepala Dinas.

gg. Perokchan tznah adalsh kegistan yeng dilaksanakon oleh pemegang izin lokasi untuk
melepasian hak atas tanzh dar pemilik asal, '

&h. Pendaftaran Tansh adalsh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daersh
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemelharaan data fisik dan data vuridis, dalamy bentuls
pets dan dalter, mengenai bidang-bidang tanah dan sstusn-satusn rumzh susun tzrmasuk

. pemberian sural tanda bukti halnys bagi bidang-bideng taneh yeng sudzh ada haknya den

2k mili aias satuan rumzh susun seri2 hak-hal: tertznn yzihg membebaninya,

6. Trk Dasar Telnik adabbh ranghaion tak-titk yang mempunyai koordinet yanz diperoleh

cari suaty penguluran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu vang berfunasi sebazai
tiuk kontrol atau titik kat unnk kaperiuan pengukuran dan rekonstruksi batas,

-5.
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5 Peta Dasar Teknik adalsh pea yang wmemuat penysbaran titk-titk dasar teknk dalam
cdupan wilavah terteniu,

Peta Photo adalah pew yang menyajitan unsur-unsur rc'm\.n.\aan bumi datam benntk -
cira phote.

Pela Geris adalah peta yang menyajikan unsur-unsur permukaan bumi dalam bentuk garis,

'._'.ﬂo.

et \u,
2

Pcls ‘Tematk adalah peta yang menyzjian  unsur tema tetente antara 'ain berupa

, Peta Penagunaan Tanah, Administrasi, Ketinggian, Kemampuan Tanah, Hidrologt, lzin
Lokzm dan lainnya.

- ‘w el

*
"'

X Peta Dasar Pendailtaran adalah peta vang memuat tide-titk dasar tekaik dan unsur-unsus
vcomﬁs \cpcm sungai, jalan, bant,unan dan batas-batas fisik bidang tanah.

3 NENEY .
9‘:’.“

::‘."‘c'

oo Peta ‘Penda aftaren Tenzh adaleh pela yang menggamberkan bideng 2teu bidang-bidong
;" tenzh untuk keperluan pembukuan tenah.

M

:‘» 3. .

." " T . q ) . ) . .
iR P.pn.kuran Bidang Tenzh adalzh proses pemastian letzk, batas dan luas bideng.bidang
%4 tanah. A

»i‘. "‘.‘A‘. ". : . . - -

|"’l‘ .' )

Z.
;24&

. Pemcman Bldanc' Tanah adalah kec.uaum \“ang meneg'm\barkan hasil pcnvuhu.an bideng |
- 3. tznzh’ dengan suatu meiode teneniu pada media tertantu seperti lemberzn kertas, drafting
23 film atzu media innya schingaa letak dan u!mran bldano tanahnya «zpat diketzhui dari |

. mcdm tcmpat pemetazn bidang tonan le,rscbut

.

o r' “ Peta’ Bldan" Tanah adalah hasil pemetaan 2w btdanv. tanch stau lebin pada lembaran
* kertas dcnaan suatu skala tertentu,

ss: Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suztu bidang tanah da lam bentuk peta
dan uraian.

‘

P .
‘..
.

- Buku .Tanah adalah dokumen dalam bentuk daltar yang memuat data yuridis dan data fisik
* suawu'obyek pendaflaran tanzh yang sudah ada halmya.

wu, Milai Jual Obyek Pajak ( MNJOP ) adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
I'ahun teraldir,

ve, Im brcng acdlalah pcm";u\nn modal pEngaiu ihan hak alas b '\"h dan atau bﬁnm_mqn d:m orang .
pribadi atau badan sebagai penyertaan modal pada perseroan tersebut.

ww, Wa a' ad..'ah lepasnya hubungsn hLL'Lm dari subyek hvk atzs tangh dan ooyek hak den
bcraLnnya subyek huloum kepada badan — badan sosizl / keagamear : '
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BABII
RETRIBUSI
BAGIAN KESATU
1ZIN PENGUASAAN D;LN.PEMILIKAN TANAH
Paragraf 1.
Tata Cara
Pasal 2

(l) Seuap orang yang akan mendaftarkan peralihan/pemindahan hak atas tanah .erlebin dahulu.
wajib memperoleh 1zin Penguasaan dan Pemilikan Tansh dari Xepalz Dinas atas nama-

' Bupati

e

J (") Pembenan Izin sebagaimana dimaksud pada arat 1 Peraturan Dzerzh ini, dapat
&+ diberikan epabila tznah yang telzh maupun .yang ekan dikuesei tidek: melebihi ketentuan
" o, bat‘.s malsirium mavpun ketanwan tanzh abscnl-c . X

(l) Untuk mcmpcroleh Izin Pcnauasaan dan Pem th.'«.an Tanah sebagau'nana dimaksud pads

r; . Pasali 2'gyat (1) Peraruran Daerah ini, pemohon mengajukan permonanan secara tertulis
Lepada BUpau melalui Kepald Dinas.. .-

b :.‘;s ‘W

.1 ) Permehonan seba;,mm-\na dxma.\sud .,yat. . Perau.ran D .-:r‘.'.h uu. dz.cn_.,kapn dengen
persyaralan antara lain : .

. '
. l u.‘

A I\..rtu Tanda Penduduk re

b.:: Tanda bulkti penguasaan / pemdikan !anah

N ,»A&ta peralhan/pemindahan hak - = © ..

d Pa,aL Bumi dan Bangunan | |

Dattar jumlah bideng t..nah yan° dtkmsa»’dnn u.‘o.

‘ anl .

(l) Pcrmohonan Izin Penguawman don Pemilikan Tansh ditolak apabila tench yang -!'--ﬂ
dikuasai mengakibatkan terjadinya pengussaan tanah yang melebihi batas maksimum atau ¢
tanah abs:mec. atau tanah dalam keadaan ssngketa,

3
4

)] I\cpa'.n Dinas ctes nama Bupati dapat mencebut [2in Pengueseen den Pemilikan Tenah ,
ap2bila diemudian har dikeiemukan penyimpangan.
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Parmgral 2
Nama , Obyek dan Subyek Ratribusl
Pasal |3

‘ Denaan nama Retribusi Izin Pcnguasaan dan Pamilkan Tansh dipungut retribusi sebagax
pungutan jasa pelayanan atas diterbitkannya-lzin Penguasaan dan Pemilixan Tanah.

Obyek Rct:fousi edalzh jesa pelavenen yang diverikan atas  diterbittennys  Izin
Penguasaan dan Pemilkan Tansh

" Subysk Rewdusi adaleh sctizp oreng yeng mencrima [zin p<:n0uas,33n dan Pzmilikan
Tanan.

Paragraf 3
Cuora Mengukur Tingkat Pengaunaan Jasa
" Pasal 6

5 S D
_ vak_t ccn!’"\m’sn jasa divkur bcrdasar'(an Nilat Jual Obyél Pajak ( NJOP ) dan luas tanah

¥ jeng dimohon Izin Pengusszzn dan Pem ﬂl*\n Tanah.

'

Pargrafl 4
Strultur dan Besamya Tarif

Pasal 7

. ':t ‘. '. "4 . . - A I

R
7 Bcsamya Retribusi [zin Penguzsaan dan Pcmxh.kan Tanzh ditetapkan  sebesar C,1 % (nol |

Loma satu pcrsc'n) X Nilai Jual Ooye Pajak (NJOP) x Luas Tanah,

BAGIAN KEDUA
IZIN LOKASI
- ‘ Z.I;.a'é'a;Cam )

L Pasal 3

() Sciiﬂb ip'c"\h ahoan  bal: vp\,r')[':nnan maupin badan hukum vang telep memperokh
Persetujuan Pc'nnmu'm Moaodal ( fasilitas P\/I.\/‘P\,[D i) dan atau non fasilitas »ang i

‘-

-3
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'.- akan mcmmmkpn modalnya wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperokh izngh yan
- akan diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penanaman Modal yang bersangkuian.,

¥ (?) Lzin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagui berilut ;
{8 Izin lokesi setuas sampai dengan 25 hektar selama 1 Tahun,

f b. Izin lokasi sebuas > dari 25 hektar s/d 50 hektar selama 2 Tahun,

: ¢. Izin lokasi sehuas > 30 hektar sc!nma 3 Tzhun.

EG) Perolehan wanah olech pemegang [z Lokasi Wiljlb dbelesal.an dskm jangka waktu
"~ berlakunya izin lokast

\4) Perolehan dan pemanfaatan tznah sebagai realisssi pelasanean izin lokast \V'jﬂa dilaporlu.n
kepads Kepzl2 Dinas setiap 3 (tiga) bulan sebali ssjak diterbitkannye keputusan izin lokasi

() Kepala Din2s melaksanakan monitoring dan evaluasi perolehan dan pemanfaatan tanzhnya
. stbagaimanz dimalsud ayat (4) Pasal ini, dan melaperkan kepada Bupati.

’(6) A\pabi.la dalam jangka waukws Izin lokasi sebagaimana diraksud ayat (2) Peraturan Daerah
:+. ini, perolehan tanah belum selesai maka Izin lokasi dapat diperpanjang jangka wakiunya 1 (

satu ) Tahun apabila tanah yang diperoleh mencapai lebih dari 30 % dan luos tanah yang
ditunjuk deloem Izin lokast

: .:,p.x ..

(") Apabily perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka weldu Ijin lokasi tennasu.k_
pcrpanjangannya scbagzimena dimaksud pada 2yat 3 dan 4 Peraturan Daerzh ini, maka
perolenan tanah tidak dapat lazmi dilanjul.'(an

(3) Apabila setelah janghka waktu P“PMJ"ngan izin lokasi berakhir, masih terdapat tanah-tansh
yang belurn dapat dibebaskan dan yang bersangluian masih tetap ingin melanjutkan,
dcngan berbagai pertimbangan masih dimurgkinkan untuk diberikan izin lokasi baru.

Pasal 9

(1) Untuk wemperolen Izin lokast s¢bagaimana dimaksud pada Pasal 8§ Peraturan Daersh ing,
permohonan diajutan secara tartulis l\cp'xdz\ Bupati melzﬂul Kepala Dinas

7) Pcrmohonan sebagaimana d.mak.sud pacla ayat (l) Peraturan Deersh ini, hacus ddcn,}\apl
. dengan persyaratan antara lain ¢ :

3 a Akxn Pendirian PerLLsaha:m bay Pcru;ah.nn Bauan HuLmn dan I\TP bagl Pcru;aha.m '
' ‘perorengan,. NSt >

b Gember kasar / sket mmhyanw dimohon: - . i T i ;
N Pcmyataan kesanggupan akan membermn qanll rugi dan atau mcnved:akan tzmpat
. penampungan bag perailik tanah, - ~ .

Ural:n Pencana Proysk: yang akan dibengun / Pro.,oca' )
.- Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi perusshaan yang mengzunakan Iaalhtas :
TPMA sty PMDN.,

Nomor Poliok Wajiby r..p_'\ ( NBWP )

3. - Neongzotzan RE[ bagi pengembang Perumahan dan HKI bazi Kawesan [ndustn,

~

oo -'.

—
bepry

-9.
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Pasal 10

- Izln lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai Aspek teknis Ta Guna Tanah' :

o ')'ans meliputi penilbdian fistk wilayah (penggunaan tanzh, kemampuan tansh, Lca.daan‘

L lhgkungan sekilamya, letak tanah dan kescsuaian tata ruang), gambaren umum ststus lanah iy
. ézn Pcngua.aan Tanai. :

Pasal 11

m Keputusan Izin Lokasi yzng luzs tanahnya lebih dari 10 Ha unwk Non Pertanizn, dan lebih -
£, dari 25 Ha untuk Pertanian ditanda-langani oleh Bupal.

xepumsan Izin Lokasi yang has tenahnya sampai dengan 10 Ha untek Nen Pertanian dan
,ampal dengan 25 Ha untuk Pertanian ditanda-tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati

w.....

14

Pasal 12 - -
Pfo i
¢ (1) permohonan lzin lokasi ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang atou hokasi

L. )'ang dimohon dalam keadsan sengketa,

pupali dan atau Kepala Dinas dapat mencabut Izin lokasi yang telah dikeluarkan apabila

ﬂ); terdapat penyimpangan delam pelaksanacnnya.

| (3) Pemeg2ng izin lokasi wajib melaporkan sccara berkala seliap 3 (tiga) hulan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas mengenai perolehan dan peman(aatan tanshnya. )

Pamgml’ 2
Nomy, ObyekD*\n Subyek Retrlbus!

. Pasa) 13

((‘) Deu,an nama retnbusn Tzin Lokesi dipungut retribusi scbaga; pungutzn jasa pelayanan yang
|berﬂ~.a.n atas diterbitkannya Keputusan Izin Lokasi .

1
w) Ob!\)::k Retribusi adatzh j jasa pe!syanan yang dibériken etes deerbn!e.nnya Reputuse.n Izm !
Lokasi. . ) ;

:_ Ie)) :,ubyek Rem‘ousx adalzh setiap perusahaan ba:.s perorangan maupun Beden Huum vang
J -m.mperolen Keputusan [zin Lokasi. -

10~
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Pasal 1

Bagi perusahaan yangz akan memperoleh tanah dari perusahaan lain yang sudah dikuasai
Glam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian 2tau selusuh rencana penanaman modal
dingan jenis usaha yang sama, penerbitan Keputusen Izin Lokasi cukup dengan -
mempertmbangkan hasil Konstatering raport (penileizn) dari Kepala Dinas alas nama
Bupati '

Ketentuan sebazaimena dimeksud eyat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku juga dalam rangka
prpanjangan izin lokasi dan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Kawasen .-
hdustr. .

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daersh ini, tidak berlaku bagi
wrusehaan yzng jenis uszhanya berbeda,
Pamgrﬁr 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Jasa Dan Besamyn Tarif Retribusi

Pasal 13

Tingket penggunaan jesa diukur berdasarkan jenis usaha, lvas tenah yana dimohon Izin
okasi dan besamnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), )

LBcsamy'a tarif Retribusi ditetapkan sebagai berilant :

Industn, Xawaszn Industni, Pertokoan,

Perdagangan dan Jasa ..., 0,35 %% x Luas Tanah x NJOP
b. Perumzhan | :

b.1. Sederhana.......... ... 0,03 % x Luas Tanah x NJOP.

L.2. Real estate / mv.v-ah..:....................... 0,25% x Luas Tanah x NJOP.,
¢. Home Industn dan kepentingan

sosial ( bersifat. komersial )...oveeeeeeeenennnn. 0
d. Pariwisald... cou il e ves e coreee conven vnn al 0
¢. .Pertanian ( perkebunan, perkanan , i _

peternakan dan sejenisnya)........ceni. - 0,025% x Luas Tanah x NJOP.

"

|Penerbitan K;pumsan Izin Lokasi melaluj konst:—ucring raport (risalah penilaian) !
ubagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah i, dikenakan ratmibusi |
ebesar 30 % dari besarnya tarit yang ditetapkan dalam ayat (2) Peraturan Daerah ini.

NDabim cangha Penerbitan Feputusan Feepanjangan [zin Lobasi tida' dikenalan retribusi.

- Parageal 4

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Lokasi

~
R I T
R
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Pasal 16

fmegang Izin Lokasi diwajibkan :

,'l'i"mtnghormati pemegang h2k atas tanzh yang belum dibebaskan den menjaga serta
- melindunygi kepentingan umum. -

* menggunnkan tanah lersebut sesuai dengan keperluzn untuk mzhksanakan r:ncan?
penanaman modal,

o ) i,
¢ mengajukan permohonzn untuk mendapatian hak aizs tanzh yang tzlah dibebeskan
sesusi dengan ketentuan yeng berlakou.

o~

. melaksanakan kewajiban hinnya s2suai ketentuan Peraturan Perundang — undangar?
yeng berlakan :

;Pcmcgang I2in Lokasi clilsrang :
a .\ b

11 menelantarkan tanah yang diperoleh.
. P

§

N melkulian spebulasi terhadap tanah yeng telah diperoteh.
"¢ melaksanakan kegiatzn pembangunen diluer ketentuan [zin Lotasi yera telah ditetzgkan.

d. memindah tangankan [2in Lokasi tanpa pembertanuan kepada Bupati melziui Kepalb
Dinas. g

Pasal 17

pemegang [zin Lokasi Bupati don atau Kepala Dinas dapat mencabut Izin Lokasi sebagetmana
émaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Apbila lrangan sebognimana dimaksud Pasal 16 eyat (2) Peroneran Dacroh ini, dilbnggar oleh |

BAGIAN KETIGA
1ZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
Paragral 1.
Tata Cara

Posal 18

(1) Setiap orang atau badan hulaum yang akan memanfastkan tansh yang telsh.dimilit delam

rangka kegistan usaha wajibd terlebih dahulu memperoteh Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah (IFPT) dari Kepala Dinas atas nama Bupati - :

- 12-
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ﬁz'n Peruntukan Penggunazn Tanah (IPPT) sebagaimana domaksud avat (1) Peraturan
¥Dacrah ini, merupakan solzh satu persyoratan 2dministrasi untuk memperokh lzin
{ Mendirikan Bangunan (MB). -
Jlzin Peruntutian Penggunazn Tanah sebagaimana dimet:sud ayat (1) Peraturan Daerah ini;
ﬁdiny:lnknn gugur apabils dabm janeka waldu | Tahun s2jak tanggal penerbitannya
9;pcmegung izin tidok mengajukan permohonan BVB,

t

§lzin Peruntukan Penggunaan Tansh (IPPT) sebagaimana dimalsud ayat (3) Peraturan
!t Dazrah ini, hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka wektu 1 (sotw) Tehun yang
7, dizjukcan paling bambat 12 hari sebelum masa berlakunye berakhir,

:

¥
Jlin Peruntukan Penggunaan Tanah (TPPT) sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan

Daerah ini, apabils jongka wakminya telsh habis dan tidak diajukan perpanjangannya maka -

 lzin Peruntukan Penggunaza Tonah (PPT) tersebut gugur dengan sendirinya.
%

4
i
L : B Pasal 19

I . : . s
) Untuk memperoleh L2in Peruntukan Penggunzan Tenah (IPPT) scbagsimana dimaksud. :
7 Pasal 13 Peraturan Daerch ini, permohonan digjulien secara tertulis kepada Bupati melalui

: Kepala Dinas.

i) Permohonan sebagaimena dimaksud peda gyat (1) Perzturan Deerzh ini, ddengkepi dengan:

persyuratan antara lain

. Alaa pendirian perusahasn atau Karru Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan.
Bulkti-bulti penguasaan tanah, SPH (Surat Pelepasan Hak aas Tanah) atau Surat

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertipixat.

Peta Bidang Tansh / Kadastral.

Gambar pra Site Phn,

[2in lokasi

. Aspek Tata Guna Tanah,

Twe

mean

Pasal 20 !

) Iztn Peruntukan Penggunasn Tanah (IPPT) diberitan berdasarkan pertimbangan evaluasi

teknis perencaneen pemanfeatsn lokesi dan kesesueian tata rueng begi permohonan non
penanzman medel sena keadaan tansh tidak dalam sengketa.

!
i
F) Kepala Dinas atzs nemu Bupati dapat mencsbut [2in Peruntcksn Penggunazn Taneh
I (PPT) yang diterbitl:an 2pabila terdapat penyimpangen.

-1
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(2) 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) scbagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah

ini, merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB).

(3) lzin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimona dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah inj,

dinvatakan gugur apabila dalam jangka wakiv 1 Tahun scjak tanggal penerbitannya pemegang
izin fickak mengagukan peemohonan INIY

(3) 1730 Penmtnkan Penpgunaan Fanah (IPPF) schagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Daerah

ini, hanya dapat dipepanjang | (satu) kali untuk jangka wakiu 1 (satw) Tahun yang diajukan
paling lambat 12 han scbelum masa berlakunya beraldir,

(5) 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Dacrah
ini, apabila jangka wakwunya telali habis dan sidak diajukan perpanjangannya maka Izin
Penuntukan Pengguaaan Tanah (IPPT7) terscbut gugur dengan sendirinya.

Pasal 19

(1) Untuk memperoleh {2n Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) scbagaimana dimaksud Pasal

18 Peraturan Dacrah ini, pemohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
Dinas.

)]
(2) Pzanohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Dicrah ini, dilengkapi dengan
persyaratan antara lain : - 3

e

Aktn pendisian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan.
Bukti-bukii penguasaan tanah, SPH (Surat Pelepasan IMak atas Tanah)
Kepulusan Pembesian Hak Alas Tanah atau Sertipikat,

Peta Bidang Tanah 7 Kadastral.

Gambar pra Site Plan,

17in 10kasi.

Aspek Tata Guna Fanah,

atau  Surat

=0 &6

Pasal 20

(1) zin Uenuiukan Penggunaan ‘Tanah QPPT) diberkan berdasarkan pertimbangan cvaluasi teknis
perencanaan pemanfaatan lokasi dan kesesuaian 1ata ruang bagi permohon:

™ AN non pcnanaman
modal serta keadaan tanah tidak dalam sengketa,

(2) Kepala Dinan atas nama Bupati dapat mencabut 1zin Peruntukan Penggunaan ‘Tanah (lPPT')
yang diterbitkan apahila terdapat penyimpangan.

<10 -
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Paragral 2
Nama, Obyck Dan Subyek Retribusi
" Pam

).Dengan nams 'tc.trbusi lzin Peruntukan Penggunsan Tansh dipungut setribusi u;‘;r\
“pungutan jasa pelayansn vang diberian atas diterbitkannys Keputusen Jzin Peruntukan
Penpgunasn Tansh ((PPT).

) Obyek retribnsi adalzh jesa pelayenan yeng diberiken ates diterbikannyz Kepunsn Tzin
Perunaikon Penggunaan Tanzh (IPPT).

) Subyek retribusi adabh stlibp perusahaan baik perorangan maupun badan hulum
szbogaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerzh ini

Paragraf 3

— v
T

Cora dengubur Tingkat Penggunaan Jasa
- Dan Besamnya Tarlf Retribusi

. 30

Pasal 22 B

1 Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan- jenis useha, luas fansh yarg eken
_}'(_limanfna:lan. -

. af.besnmya tacil retribusi diterophan sebagai berdat

FKawasan industri, industri, pertokoan, ..vuu..v..ros 0,35 % x Luas Tanah x NJOP
;. perdagnngan den jesa, ) -
. Perumahon
1.SEAEEHANG wevveeere e sesiere oo . 0.05 % x Luas Tansh X NJOP
2.Real estate / mewah...ucicnneecrernnennnes cestsrnesssnnse 0,25 % x Luas Tanah x NJOP
Home industri don kepentingan sosial.........e.censeennes 0,10 %% x Luss Tanoh x NJOP
(bersifat komersial). )
o PALIWISIE covecerrsesese st s sesnisanenns sreerensesane 0,20 % x Luas Tanah x NJOP
Peranian, perkebunan, perdanen.. . escesesearseienss 0,025 % « Luas Taneh X NJOP

peternakan (sejenisnyva)

Perpanjangan [PPT scbagaimana dimaksugd Pasal IS dyat (4) Pernturan Dacrah i tidek
dilienakan retribusi,
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BAGIAN KEEMPAT

HAKRHAK ATAS TANAH

.

Paragraf 1

Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Perubahan,
Dan Pelepasan Hnk Atas Tanah

ne - :

" Pasal 23

g';'(l) Sctisp orang stau Badzn Hulum 2184 Tnstansi Pemerintsh termasuk BUMN/ Bb\uﬂ_) yang
e+, okan memperoleh atau mendapatken salah satu jenis hak ates tanah yang berasal dari tanah
D)

"’1 Negara wajb terlebih dahulu memperoleh penctapan dalim bentuk Keputusan atau Sum:t
% Pelepasen Hak dari Kepala Dinas stes nama Bupal,

, i
\'i(l) Keputusan tntang Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Perubahan, Hﬂ.k.".'as .Tana‘l‘:
. dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah -merupalan szlah satu persyaratan Administrasi unfus
5 memperoleh Sertipilat ssbagai Tanda Bulai Hak atas Tanch.

(3) Kepurusan sebagaimana dimaksud syat ( 2 ) Peranuran Daerah ini, kecuali Surat lzelepasa:l :
- Hak Aus Tanah berlaku untub jangka wakw 6 (enam) bulan terhitung Seids uggi
‘ ditetapkan dan hanys depst diperpenjang 1 (satu) Ll unrk jangle ekt 6 (enem) buin

atas permohonan yang bersangluten yang diajukan paling lambet 1 (soba) haed Lerja
sebelum masa berlakunya beralhir,

{4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat ( 3 )'pemulmn Daersh ini, yang tidak diajukan

Perpanjangannya dalam tenggang waldu yang ditentukan dinystakan guguc dengan
sendirinya.

P ‘
(5) Apabils pemohon ingn memperoleh kembali Kepumsan yang telah gugur dengan

sendirinya scbagaimana dimaksud ayat ( 4 ) Peraturan Daersh ini mela pemohon
diwajibkan untuk mengajukan pennohonan baru.

Pasal 24

“Inask memperoleh Keputusan Pemberian, Perpanjangan, Pembaharuan, Pesubshan, dan z:u'.ra.ti
%lepasen Hok' Atas Tensh sebagaimena dimoksud dalem Posel 23 Peroturan Deer ity
xrmohonan disjukian secara terulis kepada Bupati melatui Kepala Dinas.

Poeal 2%
B Ve 20 tond oz Combetian Hak 235 tandly anierd lein :
2. Surat peqmohonen ¥oag disjuken secars termulis,

b. KTP pemohon.
¢ Untuk Padan Hukum Alin Pendirian dan Pengesahannya

.15
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d. Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB).
¢. Gambar Siuasi/ Surat Ukur tanah vang danohon.
. [zin lokasi (Khusus untuk keperiuan Perusahaan) baid: Perorangzn maupun Badan
Hulkum,
g Surat Bukti desar Penguesaan tansh atau perolehan tansh.
o h. Aspek TataGuma Tanah.

§o g ‘ - 4
5(‘2) Persyarotan permohonen Perpanjanzan Hak clas Tanzh, antard bin ¢
\t;::..'-'\ ¢ ’

L&j ‘2. Sural permohonan yang diajulan sscara tertulis,

pand. - KTP pemohon. I -

ip: ¢ Untuk Baden Hukum Alda Pendinian dan Pengesahannya.

B3
en s

# 4. NiaiJual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB).
F‘E&‘e. * Sertipikat Hak atas Tanah yang akan dipcrs;’mnj:;n(g,.N ' )

A . |
+(3) Persysratan permohonan Pembaheruan Hek atas Tanch, entera l2in:

.

X '_'a.; ‘Surat permohonan vang diajulean secdrs tertslie
.. b. "KTP pemohon, ) :a““"“m ttl:tulu. -
6.+ Untuk Badan Hukum Alaa Pendirian dan Peng

ol Abiek Pajek . ngesahannya.
4 d.. Niai Jugl Obek Psjsk: stas Bumi dan Bangunan lNJOg-PBB).
N . -Sertipiknt Hok aas To0tf (31g €276h0n pernbahanian Hamya.

tr '

.(§) Persyzratan permohonan Pecubahan Hak atas Tansh, antara AR
Surat permohonan yany diajulian secara tertulis,

KTP pemohon.

Untk Badan Hukum Alta Pendirian dan Pengesshannya.
Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB).
Sertipikat Hak atas Tanah yang akan dirubah Halmva. i

P oo g

() Persyarstan permohonan Pelepasan Hak atas Tansh sntora lain :

9. Surat Permohonan tertulis dari pemohon.

b. Izin lokasi. ' : :

¢. KTP bagi Perorangan atau Akta Pendirian beridut pengeszhannya tagi Bedan Kukum,:
baika;i:ri pihak yang mekpaskan Hak maupun yany akan menerima Pekpasan Hak atas'
Tan

d. Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB). ‘

Surat-surat B:uHi Perolehan / Pemilitan tanah dari pihak yang melepeskan Hak ates

e
Tannh.

{ Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) stas tanah yang dilepaskan, dari phak yang
melepaskan Hele .

Pusal 26 -

} Pennohonan sebagaimana dunaksud Pasal .25 Peraturon Daemh ini, ditolak apabita bokasi |
1anah yang dinohon dalam keadaan sengketa. . .

v - 18-
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iR as atas nama Bupati dapat mencabut atau membatalkan keputusan ?embcna‘:‘,‘
Pembaharuan, Perubahan, dan Surat Pelcpasan Hak atas Tanzh vang tc

bn, 2pabila terdapat penyimpengan.

Parmgraf 2
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 27

‘frama Rewibusi Pemberian, Pcrpanjzr.g"n Pembzharuan, Pernbzhan, dan Surat
Hak otas Tonah, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran ctas Penerbiten
gkn untul: Pemberian, Perpanjangan, Pcmnahs\ru.an Perubahan, dan Pembuatan
kpzsan Hak atas 'I‘anah .

b P -
-..'~.-‘~-.. ., .
P Y K
Sosele

3 etrbusx edalah Penerbitan, Keputusan Pembcrxan Perpanjangan. Pembaharuan,
g2, dan Penbuatan Sural Pclep'tsan Ha\ alas Tan'\.h :

5

P'\mgr\fl A \
Cara NIcnbukur 'rlnaknl Penaﬂunann Jnsa
Pasal 28 .
ffnberisn, Perpanjangan, Pembsharuan, dan Perubshean Hak awas Tanah tingkut
o jasanya diulur berdasarkian lias tanah yang diberikan. Hak, jangka wakiu
g Hak atas Tonah, jenis Hak atas Tanah dan besamya Nikai Jual Objek Pajak atas
gedengken untuk Pembustan Surat Peleposen Hak otas Tensh diukur berdassrkan
gk dari hasil perkalian antara Luss Tanah X NJOP-PBB
Poragraf 4
Struktur Dan Besamya Taril
Pasal 29

¢

dmys reiribusi untuk Pemberizn, Perpanjangen, Pembeheruen, Perubshan Hek otes
‘Thditetapkan tebagai beritan :

- JHSK MILTK
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o/ sehuas 2 Ha (0,5% X Luas Tansh X NJOP-PBB)

',. 2 Ha s/d ssless 3 Ha (1% X Luas Tanzh X NJOP-PBB)
gt

] L 5 Ha keaus (2% X Luas Tenzh X NJOP-PBB)

LAN.AH NON PERT ANLAN / RID AH KESUN

1. S/d s2las 200 .\r- (, :v. X Luas Tzrah X NJOD.DEB)

2. Lebin dari 200 M? /d 630 M2 (134 X Luzs Tanzh X NJOP- pER)

3. Let™ Aari 650 M /d 2600 M (2% X Luzs Taneh X NJOP-PBR)

3 4 Lebin deri 2000 M*(3% X Luzs Terneh X NJOP-PEB)

3. Pemberian Hak Milik 2sa! HCB stau Hak Palei Rumusnya

Jumh.)\ Uang Petadusl - (Sba 1.\,

3 !l,:'!:"d\!)
., H:k\lil_x Sikanmng

HGB ftay i-(? femula % Can Reu-mml HGoa e HE -

l'.\

) hnz...n Wit HSB stag HP semnia

e _.' -‘-'. 'lu’x .t o0 -’_.\'v;' ’
4 Pembcr..n Hak 1\{‘-11- 228 wneh | “yeng® “dioeli® dori’ Hak Pengelolean ey darl
;: Pemer\nuh Remousmva 1 %W (satu pcrsen) X Lu_s Tanah)x NJOP-PB3

s?

b1 JANGIA WAKTU 35 T.&}iU\:

- 1.5 Ha s/d 25 Ha > (0 $%% X Luss Tanan ¢ NOP-PBB)
2. Diatas 25 Ha #/d 3000 Ha. T (1% X Luas Tanah X \‘Jop PEB)
3. Diatas 3000 Ha /d 10.000 Ha (2% X Luss Tanah X NIOP-PBE)
4. Diatas 10.0C0 Ha “+ (3% X Luas Tanch X MJOP:PEB)
0.2 LAMGKA WARTU KURANG DARY 35 T AHUN

hnsk‘:MJ_QL\ Pel'hl!\.lns*n mus p?d’ butr 2.

35
5.3 Pemberan HGU aszl dan Hak Palkai Rumusnye

50 % dari pechitunzan pada butie a diatay.

. . o iienn O 4.
b.4 Pemberizn BCU 252l M yang teleh dibehachan Rewousiny2 03
cem Sean sebialiges pade
b.5 Unnl: perpanianzan don au penbnhﬁm-\ JACY yang d-vae..\‘ar\‘%b) g"':e:r...u.
Taralau cembe-:\:\ perama HGU (sesesi Sl {1 PP. 30 Tr\; e 2.
feTy roanjangen atzu nembenenien Halnye tetep dihinung seperd numus
T
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NA BANGUNAN

QKA WAKTU 30 TAHUN

ba sehuns 200 M? (0,5% X Lues Tanah X NIOP-PI3B)
ebih dari 200 MP 9/d 600 Me (1% X Luas Tanah X NJOP-PBB)
bih dari 600 MF &/d 2000 M: (2% X Luas Tonah X NJOP-PBB)
bih dari 2000 M? (3% X Luzs Tenzh X NJOP-PBB)

w

NOKA WAKTU KURANG DARI 30 TAHUN

mberian HGB 2tes \znzh yeng berassl dai Hzk Pengelolasn, yang telah dibeli

: dibebaskan-haknys dari Pemerintah otou Hak Mid yang telzh dibebaskan / .

; punyaan pemohon sendin Retribusinya 0,25 % X Luas Tanah X NJOP-PBB. '
ntule Perpanjangan dan atau pembcharusn HGB yang diberikan sekaligus pada

§030 pemberian penama HGB sesuai Psl 28 PP, d) Th. 1998 Retribusi

‘" TPanjengan atau pembaharuan Haknya tetap dihitung seperti rumus butir a.

J{ANG KA WaKTY 25 TARUN 2

o s/d se}ua:.QOO M (0,25 %6 X Lues Tansh X NJOP-PBB)
] L chlﬂ\ d.ar! 200N2 /A 600 ME (0,5% X Luas Tanah X NJOP-PBE)

{ 1 ch\.h d;n 600 MF s/d 2000 M>(1% X Luas Tanah X NJOP-PBB)
4. Lebih dan 2000 M2 (2% X Luas Tenzh X NJOP-PBB)

U langka \Vaktu HG2 yang diberikan X Perhitungan rumus pada butir a.

berian ' idele di iperkikan)
o ; gangka walktu yeng Udok ditentukan (selama diperkk
' U;:;:;l:‘:n::nis:_\ iecnn%:‘r!m{v + Puset, Pemeriniah Deerah, Perwaldtan Megere gs:rg.
R perwakilen  Lembaga L-ﬂcrnasi\m“‘ ;oarl:g dinkui  Pemeritnteh, adan
B SosialK eagamaan, Retrbusinya ditewpkan O ¥

19
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" $Uniuk pemberian Hak Palci- yang berasol dri Hak Pengelobsan. yans et s
Qsu  dibebaskan  haknya  dari  Pemerintah, Hagk la:::_‘,n? “"s_::’ah i&;#
bcbaskan/kepunyasn pemohon, sendiel Retribusinga 025 % X Luas Tonsh X

PENGELOLAAN .

/BUMD ditark Retribusi 0,5 % X Luas Tanah X NIOP.PBB
thribusi_unmk Pelepasan Ha.k‘a(a; Tana}; a’-:ialnh : -

fuk Tndustei 0,15 % X Luas Tansh X NJOP-PBB, :
. ik Real Estale/KPR BTN 0,1 % X Luas Tansh X NiGp.pap
k RS/RSS 0,05 % X Luas Tanth X N7OP.PEB, o

r .

LD BAGIAN KELINM
ISTRIBUSI TANAH OBYEK PENGATU@\N :
PENGU. N TAN,
fL.-WDREFORM ASAN TaAR
; Pangfnr 1

Nelantsme Redbtribusi Tanah

Pasal 30

iPyek Pelaksanaon Redisiribusi Tanaf
diberikan pembagian tansh dengun lgi:’:hm;kpe

i yong memenuhi syarat priori _— .
o «hlﬁ :g YAt prioritas sebagaimana dimaksug syat (1) Peraruron Daerah

 Petoni yang mengerjakan tangh yang bersangtaitan -
Burvh Tani tetap pada bths pemilic A
Pekerjo tetap pedb: ]be!m pemilik w”";‘f n:‘;:fc::ﬂ,mn ,::rfah yang hefsanghmn :
Penggarep yang befum sempai tga tohy . ’
§ Penggarap yang m«jokm hal pcm?&'?f"“"“h" tansh yang berssngluten ;
" . Penggarap yang vanzh sarapannya Surang dari 0 . .

* Pemilik yang luss tanshaya kureng dari 03 S heké.': :Icktal' ;

mendapatian pembogisn wnah, makg . X . .
Peracuran Deersh ini, harus memenuhiz - T Peroni-sebagaimona dimaksud ayst (2)

syaral — syarst umwm yoitu @ Wergs Negar . .
1 thak 12n2h dan se¢hat. ' gara l“df’"“m. beriempat tinggal dikecamatan

. -20-
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‘Daberian Hak Pengeloban kepada Ingtansi Pemerinah- (Pusat atou Dierah) -
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L - syarat khusus yailu : Bagi petani yang tergolong dalam syarat prioritas a, b,
telah mengerjakan tanah tersebut” selurang-kurangnya 3 (lina‘) tahun berturut-
; bagi peani yang tergolong dalam prioritas d tziah mcncha..an tznahnya dua

im berturut-turut | bagi para pekerja tet2p yong tergelong prioriuas ¢, telah bekerja
bekas pemilik sclama tiga tzhun berturut-turut.

ing akan diredistribusiian terscbut adalah tanah negara yong telah ditegaskan |
obyelk redisuibusi Pengetuwan Pengueseen tanzh  yang ditctopken dengon
Bupati, L .-

——t somm SIS

s - P'\sai 31

.

“hak milk  stbageimena dun‘\..sud avat (1) Pasal .vO Peraturan Daerzh ml
1 dengan Kepumsan chaln Dinas ntns nama Bupati.<..- .

i
. . . I
ST U -

Y3 &

0 scbcg::mnm dtrmksud aval (l) Penu.ran 'Daerah (R selama betum d|d3l’L.rL.n

$meganInya dilarany mennalfhbn hak atasg tanahnva kepadn orung lam, kecuali alas
la Dinas atas nama Bupatu! ki e o .

"l *
e e, o s e s*. ..

aren lerﬁ-d-p kelcnt\mn ayat (2) Pcnmnn Daereh m, mcngnldbatkm keputusan
batal demi hukum tanpa- pcmber\an sesuatu gantl kerugian kepada pemeganghya.

1 © Parmagral 2
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusl
Pasal 32

ﬁma retribusi - Redistribusi Tanah  dipungut retribusi sebagai jasa pclavnn1n ahs
kepumsan pemberian hak: milik atas tanah yzng diredistribusikan.

Pasatl 33

:

Retribusi adalzh jasa pelavanan yang diberikan atas diterbitkennya Keputusan
ian hak milik atas tanah . -

.

ik Retribusi‘ndahh peroranzan yang memperoleh josa pelayanan  dalem rangka
aan redistribusi snah.
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Paragraf 3 LN
ltam Mengukur Tinglat Penggunann Jass Dan Besamy? Taril

Panssl 34

an lasa diulsur berdasarkan hasil pcr!»:ahan dari Juss tanch x Nilai Jual
k @NJOP ) Pajak Bumi Bangunen. -

"l!' rctp'bus: ditetspkan scbesar O, l % ( nol koma satu persen ) x huas tanch X
byek P‘J‘\ QNJoP) PajeLBum Bangunan. »

BAGLAN Lm\AM -

noasox.rdp.st TANAH
s

Pam-ml‘ 1“‘ ;

\',

\Iekanhme Lonsol!dnsl Tnnnh

¥ Punl 3: .

urang atau Badm Hukum ,yang a.!cm memanfaatkan‘ tansh untule kegiatan
si tanah wajib menujukan permohomn ‘kepada B!.tpah ‘melahii Kepala Dinas,
:._', 1) “- s,

onan sebagslmana dimaksud ayat (l) Peratunn Daerah ini dilengiapi dengan
n, antere latn : .

.bcngumw pemilikan lonsh; .
nomnawf pesena konsohdas! tench

pendirinn perusahaan (bogi yang berbcdan hukum)
Tanda Penduduk ;

ambar sebelum pelaksanaan konsohdasi tanah
bar Rencana Konsolidasi Tansh ;

Passl 36

idasi tanzh dapat dilaksanskan apabilh sekurang-kurangnys 835 persén P‘"“mL
Jring luas tanshnya meliputi sekurang-kurangnys 85 persen dari luas sclnruh aresl
akan dikonsolidasi telah menyatakzn persetujuannya.

Riosn” sebagoimiens dimsksud ayst (1) Peraturan Daersh ini’ dlb“!'“'k’" dalam
J Surat Pernyataen.
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Pasal 37

1zasny0 pembinyaan konsolidasi tannh ditanggung secara swadava oleh para peserta
i tanah melalui sumbangan berupa tansh dan stau berupz uang maupun bentuk-

sumbangan linnya yang aken diperguncken untek pembengunen prasargna jalan dan
umum lnnya d2n pembizyaan peleisanaan Konsolidasi Tanzah ay

Pasal 38

lalisanazn penganuran penguasaan tanah dalam bentuk bidang tanah yang teratur, maka
serta Konsolidasi tanah melepastan hak stas tanahnya  uniuk s2hanjutnya dizztapkan
bagai Obyek Korsolidasi Tens=h oleh Kepel: Dines atas nen:2 Bupsti.

sk alas lansh obyel Konsolidasi Tanah diberikan kepada peserta sesuai denszn hasil
JPemataan  bidang tanzh yang dxs.m)\n ol¢h para pessrta Xonsolidasi Tanah, .

anarar 2 .

.. . -
l“" T Namn. Ob\ ek Dan Subyzl\ R:trlbusl

3

" Paml 39 . - ]

P 5 COIE 3. H - . &
engan’ nama retribusi konsolxdasl ’l’nnnh d:pumzut retribusi scbmzm pembavuan atas -
i pclayanen dengan ducrbu.karm)'a surat Leputusan pemberizn hak milk at2s tanzh

obytk onsolidasi tenah, - - -+ A

e, .

byeL Rcmbun adahh Jjasa pclavanan yang’ dfbcn}an nlas diterbitiannya Kepurusan
embennn hat milik atas tanah ob)ck konsolsd.asl lanah .

A4
Subyek Retribusi edalzh scuap omng atau Bad..n ‘Hukum yang memperoleh jasa

pelayanan dalam rangka pelakisanaan konsolidasi tanah,

Pargraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jnsa
Dan Besarnyn Tarif Retribusi

Pasal 40

ingk'al. Penggunazn Jasa diukur berdasarkan prosentasi hesil per.\_.aLan luzs tanah yzng
dikonsolidasikan dengen Nilui Jual Obyek Pejak (NJOP ).

Besamyva tarif retribusi ditstapkan 0,2 %4 (nol koma dua persen) N luas tanah x Nilai Jual

Obyek Pajak QUIOP). -
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BAGIAN KETUJUH
PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAR
Porngral 1
Jenis Kegintan

Pasal 43

wkssnaken pelayanan penguluran dan pendafaran tansh perty disksanakan kegiatan

lputi Pengukuran dan Pemetazn, Pendsfiaran Hak Ates Tensh, Pendaftaran Pecatthen -
pbebanan Hak Penerbitan Surat Tanda Bulti Hak Atas Tanah (Sertipkat) dan -
h Informasi sena pemeliharaan data pendafaran tanzh. :

Cha r 2

Paragral 2 . - |
Nama, Subyek dan Oﬁs'el.&Rétﬁbusl .

Prsal 42 . .

an nama Retribusi pelayanan Penguluran dan Pendaftaran Tanah dipungut setribusi
st pembayaran jasa pelaysnan Pengukuran dan Pendaftaran tanah, )

yelk retribusi adalah orang. Badan Hukum, Badan sosial dan Keagamaan serta Instansi
cintsh, BUMN/BUMD - . . . '

l'e‘:tibusi adakah setiap pemloi‘\ol.\nu pclay;nnn peugulm.mn dan pendafiaran lanahi
meliputi : P !

* “Pelayanan pengukuran dan M;ban untul pembuaten Surat Ulur guns kepe"“mi
* pendaftaran hak (penerbitan sertipilat) .

Pengukuran dan pemetaan untuk pengembalian batas

: . Pengukuran dan pemetasn bidang-bidang tenoh datam rangka pengedsan tanth
. Pengukuran dan pemetadn untuk pembuatan peta dasar . .
2. Pengukursn dan pemetsan untuk kepecluon hinnya.,. .

Pelasyanan penerbiten Sectipileat berdasarken konversi /pengsinon hak
Pelayanon penerbitan sentipikat berdasarkan pemberian hak o ‘
Palayunan penecbitan sertipiut berdasarken penguabungsn dua bidang tansh atau

_ lebih yang berbatssan dengan masing-masing bidang tanth sudak ada sertipikatnya

atas namae pemohon serta mempunyai status hukm yang sama..

‘Pelayanon penerbian sertiplint yang berasal dari pemisshan sate bideng tanah

yang sudah ada sentipilatnya. -
Pelayonan penetbitan sartiplat yong mesupskan sisa deri tonch yang sudeh eda
sentipikainya setekh dilurang dengan begian lain karena pemisahan atau scbab lain

. yang pemegang halnya perorangan atau Baden Hukum.

Pelayonan penerbitan sertipikat Hak Tenggungan,
’ -2¢-"

. e = .- . PR .. .. - ..
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elayanan penerbitan sertipikat hak milk atas sstuan rumaoh susus. .

elavanan penerbitan sertipikat baru sebagai pengzanti sertipitat dan  sertipikat

bang dissbabkan hsl-hzl lain yang ditetapkan oleh pcjabat yang berwenang peru
148 .

Eelayanan pencrbitan sertipkat bany sebagai pengganti sertipikat yang russk atau

Pelayonan pendaftaran peralihan hak karena jual beli, lelang. hibzh, tukar menukar

dan Penaneman ModalPenyertsan Modal dengen Merger.

Pelayansn penerbitan Sentipikiot herens peleburanipenggabungan  perserozn atou

pemasulan modal ( inbreng ). 3

Pelayanan pencatatan pendaftaran peralihan hak karens pemisahan dan pembagian

harta bersama.

Pelayanan pendafisian perakhan hek karena pewarisan.

Pelzyanan pencatatan peralihan hak karena putusan pengadilan.

Pelayanan pendaftaran peralhan Hak Tanggungan.

 Pelayanan pendeiteran perwekefzn tansh,

Pelayensn pendafiaran senipikat Larena perubzhen hek .

Pelayunan pencatatan hapusnya hak tanggungan ( Rova).

| Pelayanan pencatatzn psagzantian/perubshan nama pemegang hek atas tenzh, hak

-milik otas stuan runsh susun dan hak Bnggungen yang bukan peralinan hsk.

"Pelayanen pengecekan senipiknt. atau memperoleh keterangan tertulis mengenai

status bidang (anah. : 2 L

-Pelsyanan untuk mempetokh Swrst Keterangan Pendafaran tanah untuk

- keperluan lelang, i N w

Pelayanan penerbitan sertipdat Hok Guna Bangunan o\t Hok Pukar ales Hlek

Milike

Poragraf 3

Persyaratan Permohonan

- L'f 5 e 5 :.'f'_.}as':il;}}l.”i
jacatan permohonan untuk mcméeioléh{;)cﬁj'ﬁﬁan_scbagaimann dimoksud Pasal 42
(2) Peraturan Dacrah mi, ditetaphan sebigai berilout : .

P N AR A !

clayansn penguluran dan'pemetaa;’:’:untuk‘pembuatan‘- Surat Uur guns keperluan
Lndaflaran Hok (penerbitan sertipikat) antars lain, adaloh 1.

Alss hak zntara lain 'girik / kilitir, akts jual beli dan l2in-lain alat pembulaian yeng

cada e R T e e e

.- KTP pemohon. et RS N
Surat pemyatazn penguasaan fisik -

Lunas PBB ; ) . : .

Surst kussa opabila divrus olch pihak ketiga diszrtai dengan KTP pembert kuasa,

Pelayansn penerbitan Sertipdat berdasarkan konversi /pengoluan hak antara kin,
adolah @

¢ -28.
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Abs hak antama l2in gu"\ kikitir, ak13 jual-beli segel dan lain-lain alat pcmbukunn
yang ada ; '
Lunas PBB

Surat Kuasa apabila diurus cleh Phak ke tias disertai dengan KTP pemberi kuasa,

Sura! Pemyataan penguasaan fisik 5
KTP dan pemohon.

b
.

ersyaratan tambahan yaitu @

- “Als hak dan at2u bulti peralihan halnya

- Surat Peorijataan Pengusaan fisik sstama 20 (Sua puluh ) tahun bertusut-tunut |
- Surst Keterangan Kepala Desa ;

- Surat pemyatzan yang bersangkutan dengan diuatian 2 (dua ) oranyg saksi yang
tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga,

ka berkes yang diajulan tidal: lenglap meka diproses melabui pengatuan hak, dengan

Pelayanzn penerbitan ertipikat berdasarken pemberian hak antara lzin, adeleh :
- Surat Keputusan pemberian haknya |
- KTP pemohen
- SSB ( BPHTB):
Lunas PBB;

- Surnt Kuasa apabil diwv: pleh Phak ke tiga diszrai dengan KTP pemberi Xuasa

Pelayanan pencrbiten sertipilat berdasackan penggsbungen dus bideng tanzh atzu lebh

yeng berbatasan dengan masmg masing bidang teneh sudah adR RUPEICTYA ples nama
pemohon s2rta mempunyai status hulum vang samia antam lain, ndalah ¢
- Sertipikat yang akan digabung |
KTP penerima hak
Surat persetujuan  dari Kreditur apabila Sertipikat diagunkon ;
Surat Kuasa apabila diurus oleh phak lain disertai KTP.

Pelay'\mn penerbitan sertipikat yang ben\s:\l dari oemuahan satu bidang tanch yang
. sudah ada sertipikamya antara hin, adalah; *
“ Sertipikat yang akan dipisahkan/Sentipdat Induk ;
.~ Alds pemisahan steu pamecchan sertipikat §

-. Sumat pcrsctuj\.an dari pcmegang an Tanggungan epnblls sertipikat d"-guu\:m H
- KTP penermahakcy .- -

- Surat Kuasa apabils diuris oleh pihak laln duma\ KTP H
-%. -Bukti tanda setor SSP -dan SSB et
s- Site P\an yang lc\-.\h dmhknn

.v. . ..m
ks

.
S

: "
Pclay’man pencrbnzn ampikal yzng mempakan sisa dori !anah )mg sudah a\.a.
'semp\kn\nys setelah dikurangi dengan bagian Iain karena pemnsahan atau scbab fain
“yang pemegany haknya perorangan atau Badsn Hu}mm enlara nin, adalsh : Lo
v~ Sertipikat Sisa; " .
<% Teanda bukti pembeyer PBB T
. +" KTP pemohon; ) -
© . Surat Kunsa apabila diurus olch p\nak Win disénai k'lP
“ ‘= Surat persetjuzn dari Kreditur apabila Sertipiket dizguntan.

P ‘ R TR

o
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B

"
pelayanan peneroian sedipithat Hak Tanggungan antara lain, adalah : .
. Surat pengantar dari PPAT |

- Surat permohonan Penda fiaran Hak Tanggungsn dari penerima hak ¢
KTP penerima dan pemberti Hak Tanggungan ;

Sertipikat §

Leambar ke' 2 Aka Pembenan Hak Tanggungan ( APHT )

Selnan Peralhan Hek Tangtuncan yeng diper=f olch PPAT

Surat fauasa spabie divrus olen pz'h:'.k hin.

P:layanan penerbizn sertipikat hak mi
© Seﬂip?ial HUPI In\IL

- Tjin LokasVSIPET

- DMBdanILH:

- Site PbryPertzlaen ;

- KTP pemchen;

"« Surat kuasa spabila diwrus oleh pihak ketica.

2 aras satuzn rumah susun antara lain, adaleh @

Pzlzyansn scmpx}al bant scbzzai penggenti sertipikat yang dibatzlkan oleh pejabat yang
benvenang dan  s2nipiket yang dissbabkan hal-hal lain yang ditetapkan oleh pejabat
vang berwenang perlu dizanti antara lain, odalah :

- Surat Keputusan Fembatalan Sertipikatnya ;

Sertipthat yang dibatslian ( 2pabila dapat di':a:_t\') A
KTP pemohon;

.
L4
pe

- Lunas PBB ;
+  Surat kuasa apabifa diurus oieh phak bam.

Pelayanan penctbm\.\ sertipikat baru sebagai penggenti sertipiat yang rusek atau hilang
antara lain, adalah ¢
- KTP pemohon;

Pengumuman d: Koran ¢

"+ Berita Acars Sumpnah ;

Surat kuasa apabila diurus oleh pihak keriga.

Pcloysnan pendafizran peralihen hek korens jusl beli, lelang, hibehvhibah wesie: ruker

menukar dan Penanaman Mod=lPenyertaan Modal dengan Merger 2ntara lain, 2dalah

« . Sertipikat Tangh .

,Altz Jual Bel/Akra HibzlV Surat Wasiat/Alta Tukar Menuka: #/Risalzh Lelzrz.
Akta pemasukan modal kedalam perusshaan.

- Bukti pelunasan harga pembelian lelang,

- KTP Pembeli.

- SPPT bagi Badan Helum.
- SSPdan SSB.

. .Jjin dari Kreditor epebila sertiplat dizgunkan, )

+ AMa pendirisn perusahaan yong disghkan oleh \(ct‘L.n Nehakimon spabik
¢ berbadan hukem,

1.2 "Surat buMti penyertann hModal d:ngm \Ierger
- Surat ijin peralihan hok
. Surat Xuasa sgabia diurus oleh piha &etga

27 :, T
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Lyanan penerbitan szrtipikat karena Tmbreng antera lain, adalah -

Sertipikat tanah. ;
Alda peleburan/akia penggabungan pecseroan atau pemasukan modal ( Lmbreng ).
Pernyataan dari Direksi perstroan Pengurus Koperasi hasg penggzbungan atau
peleburen yang dilaksanakan tanpa likowidasi '
Anggaren Dasar dari perséran /K operasi hasi pen
tekh dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang,
Anggaran Desar dari mesing-masing perssroan yeng okan digabung.
Sural persetujuzn dari Kreditur apabit sertipiat diagunkan,
Alda pendirian perusahaan/perseroan is2hl: ert Kehalim
de:;nukﬁ pcr‘:\ bayaran SgP dan Ssg?ng g o
Surat kuasa apabila diurus oleh pihak ketiga,

ggabunéan atau peleburan yang

Ll;y;?:::;\:all:blinadp:ga?man peralihan hak karena pemisahan dan pembagian Hak
Akta pembegian hak bersama,

KTP penerima bk

Sertipkat ~Tanah,:

Bukti pembayaran SSP dan SSB.

Lunas P33. ;

Surat Kuasa spabila diurus oleh pihak ketiga .

elayanan pendaftaran peralihan hal: ka
Surst Keterangan wars/Wasiat da
Penghadilan bagi Warga Negara In
Bagi Warga Nepara Indonesia §co
Waris dari Notoris,

Bagi Warga Negara Indonesia 1 ; . ; " P
Keterangan Waris dan Bala: H:tak;le\f':z::h:mw SR g Bt
Surat kelerangan kematian pewaris. -

Sertipkat Tanzh.

Bukti pembayaren SSB dan SSPp.

KTP penerima warisan,

Lunas PBB.

+ Surat kuasa epabila diurus oleh pihal loin,

2rena pewarisan antzna hin, 2dzlth
01 pewaris/Putusan PengadilanPenetapan Kerua
donesia Asli,

trunan Tionghoa adaloh Alza Keterangan Hak

%lsysnan pencatatan peralihan hak karens putuszn pengadilan antara luin, adalah :
' gslm{: P“ tuszn Pengeditan Negeri/Pangadilsn Tinggi Mfaht=mah Agungyang telzh
golisir.

Salinan Berits Acara Peloksanaan Eksekusi
Sertipkat Tanah.
KTP penerima hak
SSB den PBB .
Surat kuasa epabila  diurus olen pihal bin,

yang dilegalisir., &

tleyansn peadafteran peralhan Hak Tonggunzen entera lein, sdaleh :
Alta peralinan Hek: tnggungan/Cessie/Subrogasi.
Sertipkat tanah. :
Sertipikat Hak Tangeungan. - .

. RN T

»
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fTP pcmbcn dan pem.n.':a Hak Tanggungoan.

Bulti pewarisan.

Eukn penggabungan /peleburan perseroan atau koperasi.
urat kuasa spabila divrus oleh pihak latn.

yanan pendalzran penvatafan tanah antera lain, adalah ¢
Sertipdaat Tanah.
Iakta Dorar Wakef.
Surat persensjusn dari Nadazir.
KTP penecima walal ( Nadzir ).
Surat kuzsa apabila diurus oleh pihak hin.

daysnsn pendaftaran perubzhan hak anterz lain, adalah:
Sertipikat,

Surat pelepasan Hak dari pemiohon.

Surat Kepunusen perubchan heknya,

Lunss PB3 .

Tanda buldi setor SSE,

KTP pemohon.

Surat kuasa-apatla diurus oleh pihak Lein,

sncatatan hapusnya hak tanggungan ( Roya) aniara lain, edalsh:

Surat persetujuan dari Kredituz,

Tanda bukti pelunasan utang yang dikehuarkan olch orang yang benvenang menerima
pembayaran tersebut,

Kutipan Risolah lehing cbyek Hak Tanggungan disertai pecnyatean dari Kreditur,
Sertipkat Hok tanggungan.

Sertipikat Tanah,

KTP Debitur.

_ Surat kuasa apabila diurus oleh pihak bin.

Pelayanan pencatstsn penggentian/perubahen nama pemeganyg hak atas tonsh, hak milic
atas saruan rumsh susun dan hak tanggungan yang bukan peralihan hak sntara hin,
edalah :

b Surat permyatasn /Suret Keterangan perubehan nema tersebut.

§ KTP/A\ta Pendirian peruszhaan .

. Surat-surat Lin yang berhubunian dengen perubahan nama tersebut

Pelayanan pengecekan sentipikat atau memperolzh kelcrangm tertulis mengenai saru
bideng tanah antara kin, adaloh :

- KTP pemohon.

- Sertpikat Tanah, .

. Surat Pengantar deri PPAT begi tonch yang hendek dislinkan helnys.S .

. Surdt perny2(23n bersedia di  Stempel 2pabila sertipikatnys tidak tesuei dengan
Buku tansh, . .
- Tanda bukti pembeyaren PEB. -

- Surat kuasa apabd r diurus oleh pihak -eugn
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"P'clayanan ur;mk memperolch Sural Keterangan Pendallarzn Tansh untek keperhuan.
kbng anlara lain, adalah: ..
| Surat permohonan dari BUPLN/Kantor Lelang. ;

- .
H

I Pembayaran PBE. _ ]

| Surat kuasa zpabils diurus oleh pihak lain.

Pelayanon penerbitan sertiplat Hak Guns Bangunan atau Hal: Pakai otas Hak Milik
‘wizr lain, adolah: '
Surat permohonan pendafizren HGB atau HP atas Hale Mai '
. Sertipiat Hak Milik yang dibebani dengan HGB stau HP,

- Akta PPAT yengtersanahuetan,

. KTP penerims hale \

. Buki tanda pembayaran SSB dan PPB.

- Surat kuasa apabila diurus okh pikak in.

——

chonan pelayoran scbegaimana dimeksud Pasal 42 eyat (3) yerg ddfengiepi dengen
ysyzralan sebegaimana dimaksud ayat (1) Peramiran Dzersh ini, dizjidz2n 80208 tertulis
boda Bupati melalii Kepala Dinas. : .

. Pasal 44 {

; ' N
Permohonan Penguluran don Pendafaran Tansh sebogaimens dimaksud Possl 43§
Perateran Daerch ini, baru dapet diproses setelah membayar retribusi yang dibultiken

eng2n surat buldi setor,

Tethedep suatu permohanen yang tidak depat dipros:s karens suatu hal, bizys tatribusi
tyong telah disstorkan dapat dizmbil kembali dengan surat pengantar dari Kepals Dinas.
Paragral 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Besarmya Taril Retribus!

Pasal 45

inglat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase yang dikalikon dengan NJOP atau
ihi Alta Jual Beli ANilai Hak tanggungan serta luas tanah.

Besarnya retribusi untul pelaysnan pengukuran dan pemetasn adelzh Rp. 75.000,- +
,075 % x Luas Tanzh X NJOP aigu Rp. 75.000,- + 0,075 % x Alaa Jual Beli.

esarnya retrbusi peliypansn pengukuran dan pemctaan- unlz pengembalian batns
etopbmm ¢ Coband Vali bocapn petrilansh peckagnnnn g tognn dun gatonctian sebaguiming

anatisud pacta ayat (1) Perazman Davtab .
esamya retribusi untub §jin perolchan data koordingt dik dasar :ednik diserai deagen
deskripsi tugu dikenaken Linya sebeser Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupizh per titik ).

+ -30-
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i retribusi untulk jjin repraduksi psta ditetapkan sebagai berkut
Nk Peta Garis :

- luh lima
Peta skala 1 : 1000 ukuran 50 x SO em sebesar Rp. 25.000,- ¢ dua pu
- 1ibu rupiah) per lembar,

: o e ‘o lma ribu
" Peta skala | ; 2500 ukuran 61 x 60 cm sebesar ffp.33.00() ( tiga puluh Ian
' nupiah per lembar,

R h nbu
Peta Skala 1 110,000 ulkuran 60 X 60 sebesar Rp.50.000 ( lima puluh ri
_.rupizh ) per lembar, :

Muk Peta Foto -

< ' keh ribu
peta skala 1 : 1000 whurzn 50 x 50 em sebesar Rp. 50.0C0 ( lma pu
rupiah ) per lembar,

ish
Peta Skals 1:2500 uburen 60 X €0 Crm sebesar Rp. 100,000 ( seratus by rupi

) _ .

per lembar,

sipendefaran hal gzn Penerbitan sertipiker :

S
’ . % x
Berdasarkan prosey Yonversipengatluan hek roungutirsmibisi scbesar 00188
WNIOP x Luas Tanah atau

0.01%% x AJB dengan besar biaya minimal Rp. L‘IW)
( sepuluh ribu rupiah ). :

Berdasarkan  Surat ¥
Yo x NIOpP «
Rp.10.00q,. (sepuluh

. T ,01
“eputusan pemberian hzl dipungut retribusi oy minil
Luas Tonsh arau 0,01 ¥ x ATB, dengan besar bisy

ribu rupiah),

. . o ! . . T/
Berdosnrkan penggibungan dua bidang tanch atnu lebih yang be.bq}a:&:a‘é‘;;ng
masing-masing bidang 2nzh sudah ada sertipdamya atas . SUb)'ct;. i sebesar
MR serta mempunyai statas hukum yang sama . dipungut biaya rstribus minimal
9.0l %6 x NJOP X' Luas Tanah atan 0,01 % X AJB, dengan besar biaya
Rp.10.000,. (sepuluh riby rupiah),

Berdasarkan Pemisa
dipungut biaya ‘retribus
AJB, déngan besar bia

han dari saru bidang tanzh vang sudah ads senc;Po“;z.‘?:
i sebesar 0,01 % X NJOPx Luas Tanak atau 0,01 ¥
y2 minimal Rp. 10.000,- (seputuh ribu rupizh).

Yang berasal dari  gjsq anah yanyg sudah ada udipkfhyi'fﬂu;i:‘ndmaﬁ:’;
dengan bagian yang lain karena psmiszhan atau scbab lain d;.k:? oesor binya
ssbesar 0,01 % x NJOP x Luas Tansh atau 0,01 %% x AJB, dengan

minimal Rp.10.x%,- (s2puluh ribu rupieh).

mya reribusi untuk penerbitan Sertipikat Hak Tanggungzn seba-;allbcnxm :
. : - (saru miyar),
Unesk “Hak Tanggungan dengan nilsi SaMpai Rp.).000.000.0005

: Y ish) + 0,05 % x
dikenakan retribusi sebesar : Rp.25.000,- (dua puluh Wune cibu ropish)
Niloi Hek Tangzunzan,

;-3
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t

x Tanggungan.
[y

0.00 ¥ x MIOF x Luas Bengunan'dengan besar biaya minimal Rp. 10.000,- (
ribu rupiah ). i .

2 retriusi untk pznerbiton . sertipkat baru s¢bazai ‘pengeenti Sertipiat yang

an  yang disebablkan hal-ha} lain 'yang ditetapkan oleh pejabat vang berwenany !
0,01 %% xNIOP x Luas Tanah, dengen besar biaya minimal Rp.10.000,- (s=pukh

inah).

) . 5 . 0 .
wl Hak Tanggungan dengen nilai lebin dari Rp.1.000.000.000,- (satu mily2r)
cnakan revibusi seszzar Rp.500.000,- Qlima rabus ribu rupish} + 0,005 %4 x Nihi _

. reribusi untuk penerbitan sertipikat .hak” milk atas sztuan rumeh susun

|)"a retribusi wnamk penerbitan senpikat baru sebagai pencoant sertipixet yeng -
ilang dan penggantian blanko serupikst fama dikenakan adabh 0,005 % X :

>"x_Luzs Tansh, dengen retribusi minmal Rp. 10.000,- (stpubia ribu rupiah).

aya retribusi untal: pendaftaren peralihan Hal: atas tanah karena ©

1-Beli lelang. hibah, wior menubar  dan penanaman modalPenyertasn Modal

agan Menzee adalah 0,01 %% « NJOP x Luas tansh atau 0,01 % x AJB, denzan
sar baya minimal Rp. 10,020, - (seputuh riby rupiah).,

r;.g;nbung:\n tlvu peleburan perusahzen/Koperesi ( Imbreng ) edatzh 0,01 X
JOP X Luz2s Tanzh atzy 0,01 % X Alda Penggabungan, dengan besar retribusi
nimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),,

:misshan dan pemtagian harta bersama adalh 0,005 4% x NIOP x Luastansh,
ngan besar rerbusi minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

varisan sdalah 0.005% "N~ NJOP x Mas tanah, dengan besar retibusi minimal

p. 10,000, (sepuluh ribu rupiah).

tusan pengadilan sdakh. 0,01 ¢4 x NJOP x Luas Tanah, dergan besar retribusi
sinirne! Rp.10.000, . (sepubsh ribu rupich),

¢ralthan Hak Tangzungan adalnh sebagai berkut :

1) Unnuk Hak Tangyungan dengan nilai sampai dzngan Rp. 1.000.000.00.0_(”!%
milysr rupish), dipungut rerribusi sebesar Rp. 25.000 + 0,025 %  x Nilni Hak
Tonguuneen

2) Untuk Hak Tanggungen dengen nilai lebin deri Rp. 1.000.0C0.000 (ssfu milyer

" rapiah), dipungut retrivusi sehesar Rp. 275.000 + 0,00025 %  x Nili Hak )

Tanggunzan

Yerwakafan tansh tidah: dikenaan retribusi,
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-1
nya r=trbusi untuk penecbitan sertipikat perubzhan hek adal:‘.h. 0,01 "- x NJOP
.as Tanah, dengan besar retribusi minimal Rp.10.C09,- (sepubsh ribu rupiah).

nya retribusi untuk pencatatan hapusnya haek tenagungan  (Roysa) adalah-.
sai berikut ¢ . S
' . LA
Untuk Hak Tenggungan dengan niai sampai Rp:1.000.000.000,- (satu milvar), |
dikenakan rewibusi ssbesar : Rp. 10.000,- (szpulth ribu rupich) + 0,0125 %X Nilai': :
.Hak Tangsungon. : : H }

{lnmk Hak Tanggungan dzngan nilii lebih dari Rp.1.000.000.CCH (sawu mily:'\r)g ;
dikenakan retrisusi szbesar 1 150.0C0,- (seranes lima pulub ribu rupiak) + 0,000123;
¥ xNibi Hak Tanggungan. : t

Untult pencatatan  penpgantian/ perubahon nama pemegang hak atas tanah, hak miliki :
.8tas satuan rumch susun, hak tanggungan yeng buken mentpaken Perelihan Hak
dikenakan retnibusi sebesar 0,001 ¥4 x NJOP /Nilai Hak Tanggungan X Lues’
_Tansh, dengen besar retribusi minimal Rp.10.009,. (s2ouluh ribu rupizh).

\mya tétri?usi untuk pendaftaran pcmbc‘.m‘::-.n Hak Guna Baagunan atau Hak Pakai
as Hak Mulik stau Hak Pengelolann adalah 0,001 2% x NJOP x Luas Teanah dengan
ar retribusi minimal Rp. 10.600,- (sepulud ridu rupiah). )

2tapen besernys retnbusi sebagaimane dimsaksud delem Pasel 45 ey=t (2), syat (3) dan;
it (1) hurul e dan b Peraturan Daerah ini, 2dakh nilei tertinggi dari hasil’
‘hitungan berdasackan perkalizn dengan nilai NJOP atau harga AJR.

sarnya tetn‘bus.i untuk sctiap permintann untuk mengecek sertipikat atau memperoleh.
serangon ternulis mengenai suntu bidang tanch otau satuan rumah susun dakim dafear’
u Tonoh atau Daftar Surat - Ukur / Gambar Siwzasi adaleh 0.001°% x NIOP x-
.08 Tongh, dengan besar retribusi mmimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). g
esamya  regdusl unlil  pelayanan pemberien Swat Keterangan  Pendafteran
mnah ( SKPT ) untuk keperhian lelang 8datas D001 % x NJOP  x Luas Tansh:
nzan besar rew dusi minimal Rp.10.000,- {sepuih tibv rupr=

i Pasal 46

arbusi Pendalleren Tansh sebagaimana dimelsud Pesel 43 ayat (3) sempei dengan
1 (17) Peranwran Daerah ini, adelzh retribusi unnuk perorzngan.

uk yang psmegang halnya Instonsi Pemerintah, Badan Keegemean dzn Baden Sosial: t
enakan-retriousi sehese 3034 dani jumich retribusi yang herus di bayar pers2ocengen. ¥
' - Lo b
wuk Badan Hukum  dituar badan scbagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Da:t:an ini,jl
:enakan bigyo retribusi sebesar 2 (dua) ksli dari besar rewibusi yang harus di b

rseorsngan.

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008



BAGIAN KEDELAPAN
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Paragraf 1

Namn, ObjekDan Subjek Retribusl
v Pasal 47

snn ‘nema Retribusi Pengguriian Biaya Cclak Peta dx punsut Rctrbusn Pcbyamn
-91 pcmba\nmn atas Pencclakan Pcta. -:-;__ e -

.k Retnbusx edalzh setiap pelayanan pem\\ntacn pcrceta‘(m pcta kepada Dcmerrtlzhl“

mh R . . o
AR A RV SR

:k Rcrrfbusn s.ba.:zm?na d:r'aksud pnda a\"\t ("\ cas:ll i meliputi:

Peta Kabupaten; .

Peta Kecamatan

Peta RT R\\' -

Peta RDTR Kawasan;

Peta RUTRK:

Peta RDTRK;

Peta RTRK;

Peta Rencana Tapak: (Site Plan).

Pasal 48

sjek retibusi ndalah crang pribadi stnu Bedan ysng mendnpat pclwan-n percetakan peta :
Aa Pemerintah Daerzh,

3jib Retribusi ndalch orang pnbndl atau Baden yang diwajibken untuk melaioutan
mbayaran Reaibusi. .

Paragral 2 -
Golongan Retribus}

Posal 49

an Retrbdst (i 2¢2kh termesuk golongan retribusi jesa umum,

31- -
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Pargraf 3

Cara Menaukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

.
)

at penggunaan .jas:-. didur berdasarkan jumlzh, ukuran, skala peta.

Paragral 4

Struldur Dan Besarmyna Taril Retribusi

Pasul al
. M B '; B .o
.Wkn.lf tarif d\golor\mn b¢rdwkan Taivanm nata vn(m:." i
u . Ukuran A0 (34 Cin'x 118 Cm)."
3 -Ukur..n Al (60Cm x ‘s4 Cm). -
.t Ukuran’A2 (12 Cm . 50 Cm). -

1. Uimnn A 3@o0 Cm x4 Cm) N
.. f . - I
Besarnya dld-ﬂ'k"n etas bu._va rul Llcm. DrucVPholo Copy d| bnrncﬂ_.n ditambzh nilei .
rc\am’ informasi ukuren peta y vaxm : . ;

. Peta knbupnun .

- Ukuran A0 e, Rp. 18.000,-"
'-' Ukuran Al .....oceeee o Rp. 15,000,-1
Jo= Ukuan A2.............. Rp. 12.000,-

- "Ukuran A3 ..ceeeee.., Rp. 9.000,-

b. Pecta Kecamatan
- Uluran A0 .coevvvueee. .. Rp. 15,000,
- Ularon ALl .......oo. o Rp. 15.000,-
.= Ukuran A2 ... ........ Rp. 12.000,-
- Uxuran A3 .............. Rp. 9.009,.

Perz RTRW

. aran A9 e eee e e Rp. 21.000,-
. Ukuren A ... e Rp. 18.000,-
- Ukwan A2 ..o Rp. 11.600,-

He

. Ukuran A3 ... . Rp. 12,000,
‘.‘d. et KREFTIC Rawasn '

b A L B BLERN),.
0 cany A1 Clege 21 i,
iy ot t Py A8 Gy,

- Ularan A3 ... Rd 13,000,

e, Pea RUTRX .
- Ukuran & ..o Rp. 272.0i4,-
- Uran AL e veeeen .- RO, 24.600Q,-
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Rauran A2 oo ees o R 21.000,-
euran Au3 seeves e eee .. Rp. 18.000,-

RDTRK

Ukuren A ... .ceer coe oo Rp. 30.000,-
JRran ALl e eeeeee o R 27.000,-
JIUron A2 . ee oo eee oo Rp. 24.000,-
Ukuran A.3 ....c.vee oo o Rp. 21.000,-

1 RTRK

Ukuren AQ.......ceoe... R, 33.000,-
Uluran ALl ....ooee oo Rp. 30.000,-
Ukuran A2 ..o oo eee vee oo R 27,000, -
uran A3 .oeeee e vee oo RP. 24.000,-
‘t2 Rencene Tcp:\ (blle Plen)

Wuran ALO .. .. Rp. :»9.000.-
Ukuran ALl . e eeres Rp. 33.C00,-

Ulkuran A2 ... .......... Rop. 3'o.ooo.-
Ukuran A3 .............. Rp. 27.C00,-

S
TATA CARA PENGELO:L,L.\..\' R ETRIDLS[
BAGIAN I\ESATU
WILAY A PEMUNGUTAN

- Pasal 52

.ying teruteng dipungut di Wileyah Deerah,

BAGIAN KEDUA
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

aunguean retribusi tidek dapat dborongkan.
zibusi dtpungul dengan nienggunakan SKRD atau dokumen lain )an'v dloersmlnkm

-38-
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BAGIAN KETIGA
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasat 54

tang terjadi pada sast diterbitcan SKRD otau dokumen lain yang dipersamakan

BAGIAN KEEMPAT

SANKSY ADMINISTRASI

LE
s . . . - . a2 ang
sibyek retribusi tidak membayar retriousi tepat pada veaktunya atzu &mr;r:;_,i
ikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setap bulan o
‘ibusi yang terutang vang tidak atzu kurang bayar dan ditagih dengan M ERgIUNAATN

Jokumen lain yang dipersamakan.

" ~ BAGIAN KELIMA

H

TATA CARA PEMBAYARAN -
_-‘Pasnl ' 56 '

1 retribusi disetorken ke Kas Daérah melalui Bendaharawan penerima dan penyetor
selambat — bmbatnya 1 X 24 jam atau waktu yang ditentkan oleh Bupati.

BAGIAN KEENAM
" TATA CARA ?E.N’AGH—L\N RETRIBUSI

© . Poasal 57-. . N

xcg'ﬁrm ‘atau suret pcrin‘é:lirﬂ‘ atau surat- yengz Sejenis scbegai awal eindakan
anaan penagihan  Retrbusi dikeluarkan 7 (tujuh) heri setelah j’.!t\.h tempo
\wyaran, ’ ' '

{ :ares teguran stau surat peringaton stat

- . ‘A M - . ‘ . q
1 jangka waktu 7 (cujuh) han setelsh \AINg K yang rerhutane.

1ain vang s¢jenis, Wejib Retribusi herus metunosi re
: A
e . R Vo
teguran, Surat perngaten atau Suzat hin yang sejenis sebagaimana Jimoksud oY
1) Persturnn Dasroh inh dilizluerken oleh pejnbat yaiz 2iunjuk.

-

-3
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Pazal 38

‘omuliy yang dipergunakan untuk peliksanaan penagihan Retribusi Dacrah
Jupati.”

Pasal 39

ag dipungut sebageimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (2), P2sal 22
sal 29, Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) sampai dengan
sal 46 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 ayat (2) Persturan Diersh ini sudah
‘samnya biaya operasional peleksanaan pekerjaan bpangan,

;_i:aral pekerjaan lapangan sebagaimana dimalsud eyat (1) Peraturen Daerch
f':\m dan penggunaonnya ekan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupsati

[}

4 " BAGIAN KETUJUT
'ENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRISUSI
Pasal 60

a Daerah berdasarkan permohonan Wajid Retribusi dapat memberixan
:erinaanan dan pembebasan Retribusi. .

mberizn pengurangan, keringansn dan pembcbesan Redusi sebegasuan2
I oyat (1) Posal ini, ditetapkan dengon Keputusan Bupali.

BAGIAN KEDELAPAN -
KADALUWARSA.

an'lkG-l':-'- -
riblsi, Kndahwarsa setelah melampaii jangka walnu 3 (igs) tahun rerhinuns
utargnya retribusi, kecuali apabdila wajib retribusi melakukan tindak p}dﬁm
ust. . : T Cune . .
penng'.ﬂxa:n retribusi sebagaimans dimaksud ayat (1) Peraturan Daersh i,
3bua:. - o '-". , ...\,k..:.' (A . .
+ Surot Teguran dan Surat Paksa, atau, . -
uan -utang retribusi dari Wajib Retrbusi bak lan

8] 4

.

giung meupun tidak

. 4 <
H

PRI

Analisis peraturan..., Vera, FH Ul, 2008



BAGIAN KESEMBILAN
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62
turan Daerah uu dilaksanalcan oleh Dinas,

1awasan atas peliksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas / Instanst
1t sesuaf dengan bidang tugasnya,

1

BAGIAN KESEPULUH

KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

ang sizpa melanggar ketenfuan Pasal 2, 8, 16, 18 ayat.(2), 23 ayat (1), dan 35 (1)
aturan, Dacrah ini, diancam pidana kumngm paling lama 6 ( cnam ) bulan atau
da scb:nyak banyaknya Rp. 5.000,000,> (lima juta rupiah ).

jib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingza mermgikan ketangan
h, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulin dtau denda paling
iyak 4 (empat) X Jumiah retribusi yang terutang ;

.dak pidana sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dam (2) Pasal ini adalsh
anggaran, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PENYIDIKAN
Pasal 64
jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinglungan’ Pemerintah Daerah dxben‘f
wenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan, l

swvenang Penyidikan sebagaimana dumksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah : o

mencrima, mencari, mengumpulkan dan rncuclm keterangan atau laporan bcrl\enaan
dengan tindak pidana di bidang mtn‘busl agar kclcr:mgan ! lnponm tersebut mcn_)adl'
Jebih lengkap dan jelas, :

menéliti, " mencari dan mengumpulkan kclenngan mengenan pribadi atau Badnn
tentang kebenaran perbuatan yang dilakuksn schubungan dengan tindak pidana
retribusi, a

4

39
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mecminta keterangan dam bahan bukt bahwa orang atau badan sehubungun dengan

. tindak pidana Retribusi

=y .

=

Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain serta
melakukan pcnyuaan terhadap bahan bukti terscbut.

Meclakukan pcngclcdahan untuk mendapatkan bahan bukti pcmbukuarg pcncaumn

dan dokumen - dokumen lain, scrta melakukan penyitaan terhadap bahan buku
terscbut

Mcmmta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
di bidang Retribusi Daerah

Menyvruh bahenti dan atau mielarong seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saal psmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atay dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

Mcmobret_ scseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

Menuanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan  diperiksa  sebagai
tersangka atau saksi.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Pidana di bidang
Retribusi Daerah menurut hukuen yang dapat dipertanggungjavabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada a).rat (1) Pasal ini, memberitahukan dnmulamya
penyidikason dan memyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB IV !
KETENTUAN PERAIIHAN

Pasal 65

1gan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang"mcnyangl'ut Retribusi
Lokasi, Izin Pcnmm\:m Penggunaan Tanah ( IPPT ), Redistribusi Tanah, konsohd:m

.ah, Pemmberian dan Pemhﬁarm Hak Atas Tanah dinyatakan hdwk berlaku Lagi.

40
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Pasal 67 -
Perjturan Dacerah ini mulai berlaku pada. tanggil diundanaikan,

Agar setiap orang mengershuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ml !
dengan penemipatannya dnlam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi,

Disalikan di Bekaai
pada ranzgal 14 Juni 2001

BUPATI BEKASI

' i
x-t. \xma\'n ADARM: AWTIAYA

Peraturan D:\e’fah ini 1elah memlapat persem)uan dari Dewan Penvakilan Rakvat Dﬂerah
Kabupaten Ba:kasi dcngan kepumsan “Nomor' 9 KEP / 170 - DPRD / 2001 tanagal
14 Juni 2001 . ) - :

Diundangkan di Bekasi *
pada tanggal 22 gJuni 2C01 ..

AERAH
BERAS!

B.\CHTI.-\R' '
DAERAH -\BL"P.-\TE\' BEKAS! TAHUY 2001 NOMOR 3
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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PERTANAHAN

Komplek Lippo Cikarang Jl. Inti No. 7/ J1. KH. Ahmad Dahlan
Telp. 8973405 - 8973406 Fax : 8973832 Cikarang 17550
BEKASI

e Befas, 2¥ Jwdi 2000

Nomor : 460-137-DP-2002 Kepada Yth.
Sifat : Penting. 1. Notaris / PPAT
Lampiran e 2. Pemegang Kawasan Industri
Perihal : Peralihan Hak Atas Tanah dalam rangka di-
Izin Lokasi dan retribusinya di Kabupaten Bekasi.
Bekasi, :

Schubungan dengan diterbitkannya beberapa kebijakan di Bidang Pertanahan
olch Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan
Dagrah Kabupaten Bekasi Nomor : 09 Tahun 2001, tentang Retribusi Pelayanan Di
Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor :
503/Kep.162-Huk/2002, tanggal 7 Mei 2002, tentang Tim Pertimbangan Pemanfaatan
Lahan, maka berkaitan dengan perihal terscbut diatas dengan ini kami beritahukan hal-
hal scbagai berikut :

1. Berdasarkan diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan Bupati Bekasi Nomor :

503/Kep. 162-H1J/2002, setiap badan hukum ataupun perorangan yang berusaha di
Wilayah Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan lahan / tanah diperlukan
penataan lahan/tanah, maka badan hukum / perorangan tersebut terlebih dahulu
mengajukan permohonan pemanfoatan lohan kepada Bupati Bekasi melalui
Kepala Bappeda, untuk mendapatkan Surat Pertimbangan Pemanfaatan Lohan
(SPPL).
Surat Patimbangan Pemanfactan Lahan (SPPL) merupakan persyaratan yang
harus dipenuhi sebelum pengurusan Izin Loiasi dan Izin-izin lainya serta Surat
Keterangan yang dikcluarkan olch Dinas Teknis untuk suatu keperluan kegiatan
komersial maupun non komersial.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi
Nomor : 09 Tahun 2001, sctiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum
yang telah memperoleh persetyjuan penanaman modal (fasilitas PMA/PMDN) dan
atau non fasilitas yang akan menanamkan modalnya wwjib mempunyai Izin
Lokasi untuk memperoleh tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan
rencana penanaman modal yang bersangkutan.

3. Dalam hal suatu perusahaan memperoleh tanah dari perusahaan lain yang sudah
dikuasai -dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau scluruh rencana
penanaman modal dengan Jjenis usaha yang sama, maka penerbitan Keputusan
Izin Lokasi cukup dengan mempertimbangkan hasil Konswering Raport
(penilaian) dari Kepala Dinas Pertanahan atas nama Bupati scsuai Pasal 14 ayat 1
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 09 Tahun 2001, sedangkan peralihan
untuk jenis ussha yang berbeda, pencrbitan Keputusan Izin Lokasi terlebih
dahulu harus dilengkapi dengan Surat Pestimbangan Pemanfaatan Lahan (SPPL).
Bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Rowasan industri, dalam fangka
peralihan hak atas tanahnya pencrbitan keputusan izin lokasi cukup dengan
mempertimbangkan hasil Konstatering Raport ( Penilaian ) dari Kcpala Dinas
Pertanahan atas nama Bupati, mengingat untuk lokasi di kawasan industri telah
terencana dan tertata secara terpadu dengan dilandasi perizinan — perizinan yang
diperlukan dalam rangka membentuk kawasan industri.
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4. Dalam rangka penerbitan Keputusan Izin Lokasi, dikenakan retribusi izin lokasi
yang besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ketentvan Pasal 15
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 09 Tahun 2001 dengan perincian
sebagai berikut :

a. Industri, Kawasan Industri, Pértokoan Perdagangan dan Jasa
0,35 % x Luas Tanah x NJQOP.

b. Perumahan '

b. 1. Sederhana 0,05 % x Luas Tanah x NJOP.

b. 2. Real Estate / mewah 0,25 % x Luas Tanah x NJOP

c¢. Home Industri dan kepentingan sosial ( bersifat komersial )

0,1 %x Luas Tanah x NJOP.

d. Pariwisata 0,2 %x Luas Tanah x NJOP.

¢. Pertanian ( perkebunan, perikanan, peternakan dan sejenisnya)

0,025% x Luas Tanah x NJOP

Untuk izin lokasi baru dan peralihan bagi perusahaan yang jenis usahanya
berbeda dikenakan retribusi sebesar 100% sedangkan untuk peralihan bagi
perusahaan yang jenis usahanya sama Cikenakan retribusi sebesar 50%.

Demikian disampaikan agar menjadi makium.

KEPALA DINAS PERTANAHAN
T

—tt ot

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Bekasi ( sebagai laporan), di Bekasi.
2.  Para Kasubdin di lingkungan Dinas Pertanahan
Kabupaten Bekasi.
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INSTRUKSI ‘BUPATI BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

~'<!'-_‘ RN

PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

Aenimbang

Aengingat

DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BUPATI BEKASI

bahwa dengan telalh dxtctapkannya Peraturan Dacrah Kabupaten
Bcekasi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan )i Bidang
Pertanahan don Penataan Ruang, maka sesuai dengan  kclentuan
Pasal 72 ayat (1) Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dipandang perlu unluk segera dilaksanakan §

. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana tersebut pada hmuf a

diatas, perly dikeluarkan Instruksi Bupati,

. Undang-undang Nomcr 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupiten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daecrah ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 teatang chimbangan

Kecuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerzh ;

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;
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D o e
"fc.s " Poraiuranty Pumesiniah' Nomor 108 & Tzhun 2000, cn!ang'-
ey __"Pcmnggungawaban danPcngelolnnKeuangnn Dacnh" y .
6 th{:'m P&Be’t'
Dacrah N

’}¢-

_‘ 7. Pornmran Dacrat K.nbupatcn Bekasl Nomor 9 Tahun 2001° tcnumg" :
Rctnbusl Pclayamn di Bidnng Pcrtanahan dan Penataan Ruans. J

8. Peraturan Damh Knbupatcn Bckasl Nomor 35 Tahnn 2001 tcnmls
Pcrangkat Daetah Kab\lpatcn Bckz.si -

".\ ."“

| ;.;&mnqmsmmm 5

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi

Untuk : V4

Kcepada

Xy

PERTAMA . Mel;ksannk:'x;{" Peraturan  Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 9
. Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perfanahan dan
4 Penataan Ruang, khususnya kctanman Pasal 8 sumpai dengm Pasal 22,

KEDUA ¢ Dalami Pelaksanaan Pcratura.n Daq'nh scb'tgalmam dnmnksud
. pada diktum PERTAMA Tnstruksi mi, agar mengambil langl.ah-langkah
scbagai berikut ;-

‘A mcngadnknn somhsw Porammn Daerah Kabupntcn Bekasl Nomor 9
~Tahun 2001, khumnya tentang Retribusi Izin Lokasi dan 1zin
Peruntukan Pcmanfutan Tanah kepada masyarakat ; ,

b.” mengadakan™ koordmm baik- teknis* maupun administrasi’ dcnsan
sparat unit kegja'/ instansi yang terkait bcrdaaarkan prinsip koordmu!,
integrasi dan sinkronlsasi ; *

¢. melaporkan ha'sil;pchluanaan‘ Instruksi kepadn Bupati.

LN
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CKETIGA: ., Instruksi ‘Pini - mulai’ bérlaku’h pada’y/tanggal . dikeluarkan, sgar
oottt dilaksanakan dengon penuh rasa tanggungjawabl - . C Lt

- Dikeluarkan di Bekasi .
Pada tanggal ;.. 23 Januari 2002'

£y

" TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yll&. Menteri Dalam Ncgéri d:mOtda :

2. Yth. Gubernur Jawa Barat : ’
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, .-,
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